IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK
DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI
Program Studi S-1

IImu Politik

Y7

WALISONGO

Disusun Oleh:
Hamami Aulia Khatami
1806016084

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2023



NOTA PEMBIMBING
Lamp :5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat
Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah saya membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan
sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari
mahasiswa:

Nama : Hamami Aulia Khatami

NIM : 1806016084

Jurusan - lImu Politik

Judul Skripsi  : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera dapat diujikan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wh.

Semarang, 12 Juni 2023
Pembimbing,

Bidang Substansi Materi Bidang Substansi Penulisan

c

s

Syamsudin, M.Ag. Masrohatun, M.Si.

Drs.



PENGESAHAN

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBLIAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DESA KUMPLREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

Disusun Oleh:
Hamami Aulia Khatami
1806016084

Teluh dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 28 Juni 2023 dan
telah dinyatakan lulus.,
Susunan Dewan Penguii

Sckretaris
s

@ N S - -
L Dr. Ahwan Fanani, ML Ag. Tika Ifrida Rakayasa, MUA.
NIP. 197809302003 121001 NIP. 198811152019032018

Penguji

— B

—f—
Solkhah Mufrikhah, M.Si.
NIP. 198505102016012901

Pembimbing ! Pembimbing 11

- )
/ },‘ 7
\__AJ %

“y

7
Drs, Mur Syamsudin, M. Ag. Masrohatun, M.Si.
NIP. 196805051995031003 NIP. 198806212018012001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawabh ini:
Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM : 1806016084

Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Juli 1997

Jurusan - lImu Politik

Fakultas . llmu Sosial dan 1Imu Politik

Alamat . JI. Kelapa Dua RT 010/ RW 03 Kelurahan
Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta
Utara

Judul . Implementasi Kebijakan Keterbukaan

Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal
Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan di
dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh
gelar kesarjanaan di perguruan tinggi dan satuan pendidikan lainnya.
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum
atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan melalui
bodynote dan daftar pustaka.
Semarana. 12 Juni 2023

METERAL
TEMPEL

Hamaml Aulia Khataml
NIM. 1806016084



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT,
yang selalu memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga sampai
saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam
senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Rasulullah Muhammad
SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita dapat

syafa’atnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan tugas akhir yang harus dilalui dengan penuh
semangat tanpa putus asa. Ucapan rasa syukur peneliti haturkan, karena
sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL”, ini merupakan salah satu syarat guna
mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 pada Jurusan llmu Politik, Fakultas

lImu Sosial dan lImu Politik UIN Walisongo Semarang.

Dengan demikian dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari
dukungan para pihak baik berupa ide, kritik, dan saran. Oleh karena itu
dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan

terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof Dr. H. Imam Taufig,

M. Ag. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk



mengenyam pendidikan sehingga dapat menyelesaikan studi di
Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik.

Dekan Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo
Semarang Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum, yang telah
memberikan segala ilmu, membimbing dan memotivasi dalam
penulisan skripsi ini.

Ketua dan Sekretaris Jurusan IImu Politik Fakultas IImu Sosial dan
lImu Politik UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin,
M.Ag. dan Bapak Muhammad Mahsun, MA. yang telah memberikan
arahan dan nasehat dalam proses penulisan skripsi.

Wali dosen dan pembimbing satu Bapak Drs. Nur Syamsudin,
M.Ag. yang telah memberikan segala ilmu, pengarahan, nasihat dan
bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing dua Ibu Masrohatun, M.Si. yang telah
memberikan segala ilmu, mengarahkan secara teknis mengenai isi
dan alur, memberikan motivasi dan nasehat dalam penulisan skripsi
ini.

Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas llmu Sosial dan
lImu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali
berbagai pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi
kehidupan penulis.

Bagian Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
dan llmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu
memperlancar keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan

skripsi.



10.

11.

12.

Kepada teman-teman seperjuangan llmu Politik C angkatan 2018
atas kebersamaannya.

Bapak Faeson selaku Kepala Desa Kumpulrejo yang telah
memberikan izin kepada penulis untuk ikut belajar dan
melaksanakan penelitian di wilayah Desa Kumpulrejo. Sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi.
Bapak Afif Muhammad, S.H. selaku Ketua PPID Desa Kumpulrejo
yang sudah membantu penulis dalam memperoleh data dan
informasi yang berkaitan dengan penyusunan dan penulisan skripsi.
Bapak Chumaedi, S.H. dan Bapak Nasrullah, selaku anggota tim
PPID Desa Kumpulrejo yang telah membantu penulis memperoleh
data melalui wawancara yang berkaitan dengan penyusunan dan
penulisan skripsi.

Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu.

Segala bentuk amal baik dan keikhlasan yang telah diberikan, akan

Allah balas dengan pahala amal ibadah. Amin. Penulis sadar atas

kekurangan dan keterbatasan pada penelitian ini. Untuk itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan

skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis

khususnya dan selebihnya bermanfaat juga untuk para pembaca.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Vi



Semarang, 12 Juni 2023

Penulis

>

P2 /
mAulia Khatami

NIM. 1806016084

vii



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim
Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT

Saya persembahkan karya ini kepada Kedua orang tua saya Bapak
Ahmad Zubaedi dan Ibu Bachreyati yang telah membesarkan, mendidik,
memotivasi, mendukung serta mendoakan disetiap langkah saya, dan

saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya untuk keluarga tercinta..

Dan untuk Almamater saya tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas
lImu Sosial dan IImu Politik Jurusan IImu Politik yang menjadi tempat
bagi saya untuk mengenyam pendidikan, menjadi tempat dalam

mengembangkan diri dan mendapatkan pengalaman berharga sebagai

bekal saya di masa depan.

viii



MOTTO

“Kemarin adalah bayangan
Hari ini adalah kenyataan

>

Besok adalah mimpi..’

“Jalani hari ini tanpa melihat kebelakang
Karena di belakang banyak bayang-bayangan yang harus dilupakan

Tapi kejarlah masa depan karena ada mimpi-mimpi yang sedang

s’

menunggumu..’



ABSTRAK

Keterbukaan informasi menjadi perihal yang penting dalam era
keterbukaan, dalam pelaksanaannya tentu saja banyak yang terlibat dan
menjadi kepentingan dalam mengetahui informasi-informasi publik.
Implementasi kebijakan terhadap keterbukaan informasi mengacu pada
aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaan keterbukaan infromasi
tersebut perlu adanya pembentukan PPID sebagai bentuk kebijakan
terhadap keterbukaan informasi publik. Berangkat dari kebijakan tersebut
yang menjadi fokus kajian dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini
dilakukan mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan
informasi publik dan untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan yang dijalankan Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal.

Dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian
kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan
dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis
data dengan mereduksi data yang disajikan dalam bentuk narasi serta
diambil kesimpulan melalui analisis implementasi kebijakan model
Merilee S. Grindle. Pada penelitian ini keberhasilan suatu kebijakan
diukur oleh dua variabel yang didalamnya mencakup sembilan indikator
yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo demi
terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Hasil penelitian ini, masyarakat dalam memperoleh informasi
melalui akses secara langsung ke kantor desa. Perlu adanya inovasi agar
keterbukaan informasi publik berjalan lebih optimal dengan akses
permohonan informasi secara online. Agar memudahkan masyarakat
dalam memperoleh informasi, sehingga keterbukaan informasi
publik.dapat terlaksana dengan baik. Implementasi kebijakan yang
dijalankan oleh Pemerintah Desa Kumpulrejo sudah terlaksana dengan
memenuhi sembilan indikator dari dua variabel yaitu content of policy
dan context of policy.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi
Publik.



ABSTRACT

Disclosure of information becomes an important subject in the era of
openness, in practice, of course, many are involved and have an interest
in knowing public information. Implementation of the policy on
information disclosure refers to the rules of Law Number 14 of 2008
concerning Public Information Disclosure. In an effort to implement this
information disclosure, it is necessary to establish a PPID as a form of
policy towards public information disclosure. Departing from this policy
which is the focus of study in writing this thesis. This research was
conducted to find out how the community obtained public information
disclosure and to find out how the implementation of policies carried out
by the Kumpulrejo Village Government, Patebon District, Kendal
Regency.

In this study, it was written using qualitative research methods with
field research types. Data collection was carried out by interview,
observation and documentation methods. The data analysis technique is
by reducing the data presented in the form of a narrative and conclusions
are drawn through an analysis of the policy implementation of the
Merilee S. Grindle model. In this study the success of a policy is
measured by two variables which include nine indicators that must be met
by the Kumpulrejo Village Government in order to realize public
information openness.

The results of this study, the community can obtain information
through direct access to the village office. Innovation is needed so that
public information disclosure runs more optimally by accessing
information requests online. In order to make it easier for the public to
obtain information, so that public information disclosure can be carried
out properly. The implementation of the policies carried out by the
Kumpulrejo Village Government has been carried out by fulfilling nine
indicators from two variables, namely content of policy and context of

policy.

Keywords: Policy Implementation, Public Information Disclosure.
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Informasi  merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat
untuk mengembangkan pribadi serta lingkungan sosialnya dan juga
merupakan bentuk penting bagi ketahanann nasional. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1 dan 2)
menjelaskan arti dari informasi publik.

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,
fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan
publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta

informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi peranan penting
untuk menyelenggarakan negara dan juga salah satu pilar

pemerintahan yang demokratis, perlu adanya tranparansi demi

1
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meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintah.
Bersamaan dengan hal tersebut, keterbukaan informasi juga
meningkatkan responsif terhadap masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi
masyarakat tidak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan
informasi publik. (KIP) ini juga menjadi faktor dorongan demi
terciptanya Pemerinthan yang bersih dan baik karena pemerintah
dan badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi
lengkap mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah secara transparan,
terbuka dan akuntabel. (Marbun, 2013: 36). Perihal penting yang
harus di  lakukan oleh  Pemerintah  Daerah  dalam
mengimplementasikan UU KIP, perlu adanya pembentukan tim
khusus  guna  melayani  keperluan  masyarakat  serta
mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara
cepat, mudah, dan wajar. Tim tersebut adalah PPID (pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi) yang ditunjuk secara
langsung oleh Badan Publik ataupun Pemerintah Daerah.
Keberadaan PPID mengartikan dimana keseriusan Badan Publik
untuk membawa era keterbukaan informasi. Dalam konteks
pelayanan, PPID sebagai garda utama yang akan berhadapan
dengan masyarakat secara langsung, terkait dengan informasi yang
ingin diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan
terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal
inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi akses

terdepan/fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh
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masyarakat (Hkikmat, 2014: 8). Sesuai dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang (KIP), yaitu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 pasal 1 ayat
(4) “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik™.

Adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik
adalah hal yang penting karena melindungi dan menjamin
masyarakat untuk memperoleh informasi. Akan tetapi pada
praktiknya pelaksanaan undang-undang ini belum sepenuhnya
berjalan dengan mulus. Banyak permasalahan berkait tidak
transparannya informasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh
Tiara Indah, dalam penelitian yang dilakukan mengenai
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota
Tasikmalaya yang dijalankan oleh lembaga pemerintah
(DISKOMINFO). Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan
teori implementasi kebijakan yang melibatkan 4 faktor yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam
penelitiannya terdapat dua faktor yang memiliki hambatan yaitu
faktor komunikasi dan sumberdaya. Walaupun komunikasi antara
pembuat kebijakan dengan para implementatornya sudah berjalan
dengan baik, dan komunikasi antara implementator dengan media
lokal di Tasikmalaya sesuai dengan tugasnya. Akan tetapi
komunikasi antara implementator dengan publik dalam

menyebarluaskan informasi belum sepenuhnya terpenuhi dengan
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baik. Kemudian juga mempunyai faktor lain mengenai sumber
daya dalam implementasi kebijakan informasi belum maksimal
dengan baik dikarenakan jumlah staf dan fasilitas yang belum
menunjang Kinerja petugas (Indah, 2018: 21).

Dengan banyaknya masalah terkait tentang transparansi
informasi dan akuntabilitas dari informasi agar berjalan dengan
maksimal dan sebagainya, maka perlu ditetapkan kebijakan.
Kebijakan diartikan sebagai kumpulan keputusan yang dipakai
oleh kelompok politik atau pelaku politik, dengan maksud untuk
mencapai dan memilih tujuan. Untuk menjalankan tujuan tersebut
diperlukan adanya kebijakan (policies) agar usaha dalam
menjalankan tujuan tetap berada dalam batasan yang telah
ditetapkan (Eko, 2012: 5) mengartikan bahwasanya dalam konteks
pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik dapat
berjalan maksimal ketika didukung oleh kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan
wawancara untuk mengetahui informasi terkait dengan
pelaksanaan implementasi keterbukaan informasi publik yang
dilakukan oleh pemerintah Desa Kumpulrejo, adapun hasil
wawancara tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa
pemerintah Desa Kumpulrejo telah mengeluarkan beberapa
kebijakan untuk mendukung implementasi KIP dan dalam
pengamatan peneliti Desa Kumpulrejo merupakan satu-satunya

desa di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal yang memiliki
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kebijakan adanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi), oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih
dalam lagi mengenai kebijakan tersebut, sehingga peneliti akan
melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan
Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo
Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal” khususnya pada
pengimplementasian keterbukaan informasi, dan peneliti juga ingin
mengetahui kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah Desa Kumpulrejo dalam keterbukaan informasi publik.
Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta
mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan
informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana masyarakat memperoleh keterbukaan informasi
publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal ?

2. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi
publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten

Kendal ?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari
penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui  masyarakat dalam  memperoleh
keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal.

2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan keterbukaan
informasi publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat
bermanfaat, yaitu :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
keilmuan politik melalui teori implementasi kebijakan dan
Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dikaji untuk bahan acuan dan sebagai
pembelajaran khususnya untuk peneliti, dan pada umumnya
untuk pembaca serta masyarakat sebagai warga negara yang

mempunyai hak untuk memperoleh informasi.



E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang implementasi kebijakan keterbukaan
informasi publik telah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti
terdahulu. Berikut dibawah ini beberapa penelitian-penelitian
terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini akan
dibagi menjadi 2 (dua) tema yaitu implementasi kebijakan dan
transparansi informasi publik.

1. Implementasi Kebijakan
Penelitian tentang implementasi kebijakan telah diteliti
oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Muhammad Arfian
(2017), Resky Ananda Putri (2021), dan Mahi M. Hkikmat
(2014).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Arfian
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017 yang
berjudul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
Ditinjau dari UU No. 14 Tahun 2008 di Provinsi Kepulauan
Riau”. Fokus pada tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
implementasi keterbukaan informasi publik yang ditinjau dairi
undang-undang No. 14 tahun 2008 khususnya pada Provinsi
Kepulauan Riau. Data penelitian yang diperoleh dari
wawancara dan metode yang digunakan yaitu metode
kepustakaan dari buku-buku referensi. Analisis yang digunakan
yaitu pendekatan kualitatif yang terjadi dilapangan. Dalam
penelitian tersebut, implementasi keterbukaan informasi publik

di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan optimal sehingga



8

perlu menjadi sorotan aparatur pemerintahan untuk dapat
konsisten dalam meningkatkan implementasi keterbukaan
informasi publik. Yang mana upaya yang harus dilakukan
Kepala Daerah dapat bertindak kepada aparatur pemerintahan
untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik
harus sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 14 tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu
minimnya pemahaman tentang PPID sesuai dengan undang-
undang yang mana informasi yang wajib disediakan dan
bersifat dirahasiakan masih sulit untuk diidentifikasikan,
sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman terkait
pengelolaan informasi serta perlu adanya upaya pemerintah
dalam mendukung implementasi keterbukaan informasi publik
dalam hal pengaplikasian melalui media website (Arfian, 2017:
75).

Kedua, penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh
Resky Ananda Putri Universitas Hasanuddin Makassar tahun
2021 dengan mengangkat topik kajian “Implementasi
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik) Kabupaten
Jeneponto”. Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang
bagaimana penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
di  Dinas  Komunikasi Informatika  dan  Statistik
(DISKOMINFOTIK) Kabupaten Jeneeponto. Denan jenis

metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan
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data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan
observasi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan
dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa
implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Dinas
Komunikasi Informatika dan Statistika di Kabupaten Jeneponto
belum terlaksana dengan baik hal tersebut dikarenakan belum
terlalu optimal dalam penyebaran informasi di media massa
sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan keefektifan
dalam mengakses informasi publik (Putri, 2021: 86).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Mahi M. Hkikmat
Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung tahun 2014
dengan judul “Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi
Publik pada Badan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2013”. Penelitian ini dilakukan dengan cara sosialisasi,
observasi, penyebaran angket, kemudian penetapan hasil.
Dalam penelitian tersebut memberikan 3 (tiga) point hasil
kajian terhadap Badan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota
khususnya di Provinsi Jawa Barat, yaitu (a) Badan Publik
Kabupaten/Kota sudah mengupayakan kinerjanya dengan
sungguh-sungguh perihal menerapkan dan menjalankan untuk
keterbukaan informasi publik di Badan Publik pada bidangnya
masing-masing  pada tahun 2013. (b) Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2013 mengalami

percepatan yang signifikan dalam mengimplementasikan
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keterbukaan informasi publik dibandingkan pada tahun 2012

yang lalu. (c) Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat
mendapati susunan peringkat yang patut di apresiasikan dalam
mengimplementasikan keterbukaan informasi publik diantara
Badan Publik (Hkikmat, 2014: 66).

2. Transparansi Informasi Publik

Penelitian tentang transparansi informasi publik telah
diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu Siti Jumrah
(2013), Nuragsah (2021), dan Nurul Janatul Wataniah (2020).

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Jumrah Universitas
Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat tahun 2013 dengan judul
“Analisis Keterbukaan Informasi dalam Mendukung
Pelayanan Publik di Kantor Camat Kecamatan Kaway XVI
Kabupaten Aceh Barat”. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif, yang mana dengan cara melakukan
observasi dan wawancara secara langsung terhadap
warga/informan yang memahami permasalahan yang sedang
diteliti. Dari penelitian tersebut menemukan fakta bahwa
keterbukaan informasi publik di Kantor Camat Kaway
Kabupaten Aceh Barat belum berjalan dengan ketentuan yang
sesuai dalam UU keterbukaan informasi publik dikarenakan
keterbatasnya dalam sarana informasi publik yang dimiliki
kantor kecamatan, dengan adanya kendala tersebut, maka

penyampaian informasi yang diminta oleh masyarakat tidak
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maksimal.  Faktor terkendalanya keterbukaan informasi
khususnya di kantor Kecamatan Kaway dikarenakan tidak
memiliki dukungan dalam sarana penyampaian informasi
melalui website/media sosial, dan penyampaian informasi
kepada masyarakat hanya dilakukan secara manual dengan
bentuk cetakan selembaran kertas yang ditempelkan pada papan
pengumuman di area kantor kecamatan, oleh sebab itu tidak
semua masyarakat dapat menjangkau informasi (Jumrah, 2013:
50).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuragsah Universitas
Muhammadiyah Makassar tahun 2021 yang berjudul *
Pengaruh Transparansi Informasi Publik Terhadap
Partisipasi Masyarakat di Desa Moncongloe Kabupaten
Maros”. Pada jenis penelitian ini menggunakan pendekatan
metode kuantitatif. Teknik penelitian ini yaitu random sampling
pada masyarakat setempat. Hasil dari penelitian tersebut yaitu
dari sample sebanyak 98 responden ada 82,2% partisipasi dari
masyarakat yang di dapatkan di Desa Moncongloe karena
adanya pengaruh dari transparansinya informasi publik yang
tergolong cukup baik. Selain itu juga mendapatkan penilaian
bahwa dalam transparansi informasi publik di lingkungan
masyarakat sekitar sudah berjalan sesuai dengan prosedur,
tujuan serta mekanisme sistem keterbukaan informasi publik
(Nuragsah, 2021: 85).
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Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Janatul Wataniah
Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul
“Transparansi Informasi Pelayanan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Dompu
(Studi Kasus lIzin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”. Jenis penelitian tersebut
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif
kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan
observasi dan wawancara. Dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa transparansi informasi untuk pelayanan
pembuatan izin usaha pada Dinas Penanaman Modal di
Kabupaten Dompu meliputi 4 (empat) point, yakni (1) pada
sistem pelayanan DPMPTSP sudah dipublikasikan dengan jelas
dan mudah untuk dipahami oleh pengguna layanan. Dalam
pembuatan surat izin ini mendeskripsikan bahwa sistem ini
yang diterapkan pada masyarakat dianggap cukup baik dan
jelas, (2) dari standar sprosedur pelayanan publik DPMPTSP di
Kabupaten Dompu belum di kategorikan terbilang baik, dan hal
tersebut bisa dilihat dari terpublikasinya semua standar prosedur
pelayanan yang seharusnya menjadi tolak ukur dari penilaian
pengguna layanan terhadap instansi terkait, (3) proses
pelayanan DPMPTSP di Kabupaten Dompu sudah mudah
diakses serta mudah untuk dipahami oleh masyarakat, dengan
adanya kemudahan dalam sistem pelayanan tersebut maka

pelayan ini memiliki tingkat keterbukaan dan transparansi yang
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cukup tinggi, (4) masyarakat sudah mudah dalam mengakses
informasi (Wataniah, 2020: 61).

Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik dan
implementasinya sudah banyak diteliti. Namun, penelitian ini
akan berfokus pada implementasi kebijkan keterbukaan
informasi  publik. Adapun posisi penelitian ini adalah
pengembangan dari penelitian implementasi  kebijakaan
keterbukaan informasi publik, yang mana fokus kajian dalam
penelitian ini yaitu objek tempat penelitian yang berbeda,
karena sejauh pengetahuan peneliti sampai saat ini belum
pernah ada yang mengkaji tentang implementasi keterbukaan
informasi publik khususnya di kantor pemerintah desa di Desa
Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Selain
fokus kajian pada objek tempat yang berbeda, peneliti juga akan
mengkaji bagaimana implementasi kebijakan dari aparatur desa
terkait dalam keterbukaan informasi publik serta mencari
kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dikeluarkan
pemerintah desa dalam hal menjalankan keterbukaan informasi
publik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu
lebih menekankan pada analisis atau deskriptif, yang berkenaan

dengan data yang bukan angka. Metode penelitian kualitatif
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terutama digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi
yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan
(Sugiyono, 2017: 206).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
Research). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (field
Research) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena
dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya
adalah data yang berasal dari lapangan (Dedy Mulyana, 2004:
160). Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan
pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala
sosial terhadap suatu kasus yaitu dengan cara menganalisnya
secara mendalam. Kasus-kasus tersebut bisa berupa seseorang,
sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, suatu
masa atau peristiwa, sebuah proses, atau suatu satuan kehidupan
sosial. Kemudian semua data yang di dapat secara langsung
ataupun tidak langsung memiliki hubungan sangkut paut dengan
kasus tersebut dikumpulkan dan data yang telah diperoleh tersebut
disusun sedemikian rupa sehingga bisa mencerminkan menjadi
sebuah kasus Soewad;ji, 2012: 56).

. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :
a. Primer.
Pada data primer diperoleh dari sumber data pertama berasal

dari Pemerintah Desa Kumpulrejo sebagai objek utama
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pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik, dan data juga diperoleh melalui hasil
wawancara dan observasi dari masyarakat.
b. Sekunder.

Sumber data sekunder yaitu sebagai data pendukung yang
berkaitan dengan fungsi guna memperjelas data primer
tersebut yaitu, undang-undang dasar (UUD), undang-undang
keterbukaan informasi publik (UU KIP), peraturan pemerintah
(PP), peraturan daerah (PERDA), buku-buku teori ahli dan

lain-lain.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang dipilih dalam
penelitian ini menggunakan teknik (gabungan), dan alat yang akan
digunakan untuk mengumpulkan data meliputi wawancara,
observasi dan dokumentasi. Sehingga peneliti dapat memahami

fakta-fakta yang ada di lapangan (Sugiyono 2017: 234).

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau
lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara
yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa
informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara disebut sebagai

salah satu cara pengumpulan data untuk suatu kepentingan atau
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tujuan tertentu. (Soewadji 2012: 154). Dan pada penelitian ini,

peneliti sudah mewawancarai aparatur desa, tim PPID
berjumlah 3 orang, dan masyarakat sekitar desa sejumlah 2
orang.
. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
cara peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek yang diteliti.
Dalam hal ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah melihat proses pelayanan informasi dengan
mendatangi Desa Kumpulrejo. Pada penjelasan teknik observasi
memiliki dua jenis teknik yaitu participant observation dan non
participant observation. Penelitian ini menggunakan jenis non
participant observation yang mana peneliti tidak perlu ikut
menjadi objek yang diobservasi, dan peneliti menggunakan
naturalistic observation jenis observasi yang dilakukan secara
ilmiah tanpa usaha untuk memanipulasi kejadian dengan tujuan
eksperimen, yang berarti peneliti berada diluar objek yang
sedang diteliti dan tidak menempatkan dirinya sebagai subjek

yang melakukan penelitian (Soewadji 2012: 158).

. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi
adalah cara mencari data atau informasi dari catatan-catatan,
buku-buku, surat kabar, majalah dan lainnya. Dokumen yang

dimaksud seperti SK tim PPID beserta tupoksinya, surat
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permohonan informasi, APBDes, dan lain-lainnya. Dari
dokumen tersebut akan menjadi data guna membantu peneliti
dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti
(Soewadji 2012: 160).

4. Teknik Analisis Data

Selanjutnya data di analisis dengan menggunakan Teknik.
Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan
data dalam periode tertentu. Pada saat peneliti melakukan
wawancara, peneliti harus sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai
setelah di analisis terasa belum cukup memuaskan maka peneliti
akan mengajukan pertanyaan kembali, sampai pada tahapan
tertentu diperoleh data yang dianggap mempunyai kredibel. Miles
dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.
Aktivitas dalam analisis data memiliki tiga tahapan (Sugiyono

2017: 242), yaitu:

a. Reduksi data
Data yang telah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup
banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci oleh

karena itu perlu mereduksi data dengan merangkum dan
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memilah milih hal-hal yang pokok bahasan dan memfokuskan
hal yang terpenting sesuai dengan tema yang sedang diteliti.
. Penyajian data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah
penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa
dilakukan dalam bentuk penjelasan narasi, uraian singkat,
bagan dan hubungan antar kategori. Dalam hal ini Miles dan
Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017) juga menjelaskan
bahwa penyajian data dalam penelitan kualitatif yang paling
sering digunakan yaitu berupa teks yang sifatnya naratif
(Sugiyono 2017: 245).
. Kesimpulan

Selanjutnya yang dilakukan dalam sebuah penelitian
adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang
dikemukakan biasanya masih bersifat sementara dan akan
berubah jika tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan
pendukung pada tahap proses pengumpulan data di waktu
berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang diuraikan pada
tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti data yang valid
dan konsisten saat peneliti  kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang mempunyai kredibelitas dan
telah terverifikasi (Sugiyono 2017: 246).



BAB 11
TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kata ‘kebijakan publik’ terdiri dari dua susunan kata
yaitu kebijakan dan publik. Banyak para ahli mendefinisikan
arti dari kata kebijakan, salah satunya adalah Thomas Dye
menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever
governments choose to do or not to do). Definisi tersebut
menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton,
Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton dalam Said
(2019) menyebutkan  kebijakan  pemerintah  sebagai
“kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara
keseluruhan”. Yang mana hal tersebut mengandung konotasi
tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan
kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Lasswell dan Kaplan
melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan,
menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan
yang berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Friedrich

mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan
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adalah adanya tujuan, sasaran, atau kehendak (Said Zainal
Abidin, 2019 : 6).

Selanjutnya pengertian publik dari rangkaian kata
‘kebijakan publik’ mempunyai tiga konotasi yaitu pemerintah,
masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi
subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi
subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah,
sehingga salah satu ciri kebijakan adalah “what government
do or not to do”. Kebijakan pemerintahlah yang dapat
dianggap kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai
kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk
mematuhinya. Sedangkan dalam dimensi lingkungan yang
dikenai kebijakan disini adalah masyarakat. oleh karena itu,
keputusan seorang menteri untuk mewajibkan stafnya
memakai pakaian seragam pada hari-hari tertentu bukan
termasuk kebijakan publik. Hal tersebut merupakan instruksi
atasan kepada bawahan. Keputusan menteri yang dianggap
sebagai kebijakan publik jika kebijakan tersebut mencakup
semua orang dalam hubungannya dengan bidang tugas
menteri yang bersangkutan. Sebagai contoh, kebijakan tentang
ekspor-impor yang dibuat oleh Menteri Perindustrian dan

Perdagangan, dan sebagainya (Said Zainal Abidin, 2019 : 7).

Menurut Eystone dalam Abdul (2015) mendefinisikan
pengertian dari kebijakan publik yaitu (hubungan yang terjadi
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atau berlangsung antara pemerintahan dengan lingkungannya).
Demikian pula, Wilson merumuskan arti kebijakan publik
yaitu tberbunyi “(tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan
pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu,
langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal
diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan
yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi
(atau tidak terjadi))” (Abdul Wahab, 2015: 13). Maksud dari
penjelasan yang diuraikan oleh mereka adalah kegiatan serta
tindakan pemerintah pasti memiliki masalah yang berbeda
beda dalam lingkupnya yang sudah terjadi maupun yang tidak
terjadi.

Pressman dan Wildavsky dalam Abdul (2015)
menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah kata benda yang
berkaitan dengan kata kerja “mengimplementasikan” yang
saling berhubungan dengan baik. Oleh karena itu, proses
penerapan kebijakan membutuhkan pertimbangan yang
cermat dari dua ahli perintis dalam studi implementasi ini.
Akibatnya, kita tidak boleh salah mengira bahwa proses itu
sendiri akan berjalan dengan mulus. Demikian pula terdengar
agak mirip dengan pandangan dari kedua ahli ini, yaitu Van
Meter dan Van Hom (1975) dalam Abdul (2015) yang
mendefinisikan  bahwa proses implementasi  sebagai
“(tindakan yang diambil baik secara individu pejabat

pemerintah ataupun kelompok pemerintah atau swasta untuk
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mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan)”

(Abdul Wahab, 2015: 135).

Walaupun disadari bawa kebijakan publik dapat
dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.
Dalam konteks modul ini kebijakan publik dipahami sebagai
pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan
pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang
pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan,
dan sebagainya (Taufigurokhman, 2014 : 13).

Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai  yang
bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi
ketika diimplementasikan. Sebaliknya suatu kebijakan publik
harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-
praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup
berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan
publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan,
transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Disamping itu,
dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat
nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi,
Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan
Bupati/Walikota.
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2. Ciri-Ciri dan Jenis Kebijakan Publik

Ciri adalah sifat khusus dalam mengenal sesuatu

berdasarkan keterangan. Untuk mengetahui sifat khusus atau

ciri-ciri dari kebijakan sulit membedakan antara kebijakan

dengan keputusan biasa dalam birokrasi pemerintahan.

Kebijakan adalah keputusan, tetapi tidak semua keputusan
adalah kebijakan. Menurut Anderson (Said Zainal Abidin,
2019 : 23) ciri-ciri dari kebijakan adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather
than random or chance behavior. Yaitu, kebijakan publik
yang bersifat memiliki tujuan, berorientasi pada tujuan
daripada perilaku acak atau kebetulan.

Public policy consist of courses of action-rather than
separate, discrete decision, or actions-performed by
government officials. Artinya, suatu kebijakan tidak
berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun,
ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam
masyarakat, dan berorientasi pada implementasi,
interpretasi, dan penegakan hukum.

Policy is what government do-not what they say will do
or what they intend to do. Kebijakan adalah apa yang
dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin
atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.

Public policy may either negative or positive. Kebijakan

dapat berbentuk negative atau melarang dan juga dapat
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berupa  pengarahan  untuk  melaksanakan  atau
menganjurkan.

Public policy is based on law and is authoritative.
Kebijakan harus berdasarkan  hukum, sehingga
mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat

mengikutinya.

Memahami jenis kebijakan itu sendiri sangat penting

untuk manajemen kebijakan. Jika pemangku kepentingan atau

sekelompok pelaku kebijakan tidak memahami jenis kebijakan

maka mereka mungkin tidak dapat menghasilkan kebijakan

publik yang efektif. Oleh karena itu banyak pakar yang

membuat atau mengajukan jenis kebijakan dengan sudut

pandang masing-masing seperti salah satunya yang dicetuskan

oleh James Anderson dalam Suharno (2013) menyampaikan

kategori tentang kebijakan publik tersebut yaitu (Suharno,
2013: 15-16).

a)

b)

Kebijakan subtantif wversus kebijakan prosedural.
Kebijakan subtantif yaitu kebijakan yang menyangkut
apa yang akan dilakukan pemerintah. Sedangkan
kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan
subtantif tersebut dapat dijalankan.

Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus
kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif itu sendiri

menyangkut distribusi pelayan atau kemanfaatan pada
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masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah
kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan
terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

c) Kebijakan material versus kebijakan  simbolis.
Kebijakan material adalah kebijakan yang dapat
menghasilkan keuntungan sumber daya konkrit pada
kelompok atau (target group). Sedangkan kebjakan
simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat
simbolis pada kelompok sasaran.

d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum
(public goods) dan barang privat (privat goods).
Kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang
atau sistem pelayanan publik. Sedangkan kebijakan
privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan

barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

3. Proses Kebijakan Publik

Pada proses kebijakan publik adalah serangkaian
aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan
yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut Nampak dalam
serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda,
formulasi  kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi
kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas
perumusan masalah, formulasi kebijakan, rekomendasi
kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas

yang lebih bersifat intelektual (Subarsono, 2005: 8).
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Gambar Proses Kebijakan Publik
Sumber: AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep,
Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, h. 9.

1. Tahap Perumusan Masalah
Ada tiga hal yang perlu dilaksanakan :
a. Membangun persepsi dikalangan masyarakat bahwa
sebuah fenomena dianggap sebagai masalah.
b. Membuat batasan masalah.
¢. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat
masuk dalam agenda pemerintah.
2. Tahap Formulasi dan Rekomendasi Kebijakan
Pada tahap ini perlu mengumpulkan dan menganalisis
informasi yang berhubungan dengan masalah yang
bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan
alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan
melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah

kebijakan yang dipilih.
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Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya,
dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam
proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan
sanksi agar implementasi tersebut berjalan dengan baik.
Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan
Dampak Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan akan dihasilkan kinerja
dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses
berikutnya yaitu evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna
bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan dating,
agar kebijakan yang akan dating lebih baik dan berhasil
(Suharno, 2013 : 24-25).

4. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan public dapat dibedakan melalui :

1)

2)

Sumber daya /resources, yaitu antara kebijakan publik
yang bertujuan mendistribusikan sumber saya negara dan
yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Contoh,
kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan
kepada daerah untuk menguasai dan mengelola sejumlah
sumber daya.

Regulatif dan deregulatif, kebijakan regulative bersifat
mengatur dan membatasi, seperti kebijakan tarif,

kebijakan HAM, kebijakan pengadaan barang dan jasa,
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dan sebagainya. Sedangkan kebijakan deregulatif bersifat
membebaskan, seperti kebijakan penghapusan tarif,
kebijakan privatisasi.

Dinamisasi dan stabilisasi, kebijakan yang bersifat
menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai
kemajuan tertentu yang dikehendaki, seperti kebijakan
desentralisasi. Sedangkan kebijakan stabilisasi adalah
menghambat dinamika yang terlalu cepat agar tidak
merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan,
ekonomi maupun sosial. Contohnya, kebijakan tentang
keamanan negara dan kebijakan penetapan suku bunga.
Memperkuat negara dan pasar, Kkebijakan yang
memperkuat negara adalah kebijakan yang mendorong
lebih besarnya peran negara, seperti kebijakan tentang
pendidikan nasional yang menjadikan negara sebagai
pelaku utama pendidikan nasional daripada publik.
Sedangkan kebijakan yang memperkuat pasar adalah
kebijakan yang mendorong lebih besarnya peran publik
atau mekanisme pasar daripada peran negara, seperti
kebijakan privatisasi BUMN dan kebijakan Perseroan
Terbatas (PT). (Hayat, 2018 : 33)



29

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi  merupakan terjemahan dari  kata
‘implementation’, berasal dari kata kerja ‘o implement’.
Selanjutnya kata ‘to implement’ mengutip dari Webster’s
Dictionary buku (Tachjan, 2006 : 23), dimaksudkan sebagai :
“(1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide
with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give
practical effect to. (3) to provide or equip with implements”.
Makna pertama Kkata ‘to implement’ dimaksudkan
“membawa ke suatu hasi (akibat); melengkapi dan
menyelesaikan”. Kedua, ‘“menyediakan sarana (alat) untuk
melaksanakan  sesuatu”. Ketiga “menyediakan  atau
melengkapi dengan alat”. Jadi secara etimologis implementasi
dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian
dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan
sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Selanjutnya apabila dirangkaikan dengan kebijakan maka
dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau
pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan/
disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai
tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses
menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan.

Praktiknya, implementasi kebijakan merupakan proses yang
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begitu kompleks, dan tidak jarang berisikan politis karena
wujudnya yang intervensi berbagai kepentingan (Agustino,
2016 : 126).

Implementasi kebijakan publik dilakukan oleh negara
melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi
kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah
untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, Vyaitu

memberikan pelayanan publik (Suharno, 2013 : 169).

Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pada umumnya proses implementasi cenderung pada
pendekatan yang bersifat sentralistis atau dari atas ke bawah.
Apa yang telah diimplementasikan adalah apa yang telah
diputuskan. Namun, dalam masyarakat yang demokratis,
peranan rakyat sebagai pemilik negara selalu harus
diindahkan. Sehubungan dengan kecenderungan dari
implementasi yang bersifat sentralistis dan prinsip demokrasi,
implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat pendekatan,
yaitu :

1) Pendekatan struktural
Pedekatan ini melihat dari peran institusi atau organisasi
sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Oleh sebab itu,
proses perumusan kebijakan perlu dilakukan bersama
dengan proses penataan institusi. Hal ini dapat dipahami
mengingat organisasi adalah wadah dan alat untuk

melaksanakan fungsi pemerintah.
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3)

4)
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Pendekatan prosedural atau manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk
langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan.
Pandangan ini bersifat teknis. Prosedural yang paling
penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan
tata urutan, baik pengertian prioritas berdasarkan
signifikansi, maupun prioritas menurut waktu. Dalam tata-
urutan yang berdasarkan signifikansi, ada langkah-langkah
penting yang tidak boleh ditinggali, namun dalam urutan
waktu belum tentu langkah-langkah tersebut harus
didahulukan.

Pendekatan kejiwaan atau behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau
penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pengaruh
faktor kejiwaan dalam suatu kebijakan sangat penting,
bahkan lebih penting dari substansi yang terkandung dalam
kebijakan.

Pendekatan politik

Implementasi kebijakan tidak terlepas dari politik, baik
dalam pengertian umum sebagai pencerminan dari
persaingan antarkekuatan politik dalam masyarakat,
maupun dalam pengertian politik sebagai kekuatan dan
pengaruh dalam organisasi atau antarinstansi, yang disebut
sebagai politik dalam  birokrasi. Pendekatan ini

menyangkut kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan
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dari organisasi atau unit-unit dalam sebuah organisasi
(Said Zainal Abidin, 2019 : 155-157).

3. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam bukunya yang berjudul Politics
and Policy Implementation in the Third World (1980) dalam
Encep (2019) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan
kurang diperhatikan. Hanya sedikit yang membahas mengenai
karakteristik kebijakan dan program yang saling berhubungan
terhadap permasalahan yang muncul dalam proses
implementasi. Hal tersebut yang dijadikan dasar untuk
mengkaji dan menganalisa lebih jauh lagi kaitannya dengan
implementasi kebijakan (Encep, 2019: 62).

Ada dua masalah tentang implementasi kebijakan yang
berkaitan dengan content dan context pada kondisi-kondisi
tertentu dalam pelaksanaan program-program Kkebijakan, dua
masalah tersebut yaitu : (1) What effect does the content of
public policy have on its implementation? (apa akibat dari isi
kebijakan publik dalam implementasinya?). (2) How does the
political context of administrative action affect policy
implementation? (bagaimana konteks politik dari tindakan
administratif mempengaruhi implementasi publik?)

Berangkat dari pertanyaan di atas tersebut menjadi dasar
Grindle untuk membuat suatu model proses implementasi

kebijakan yang keberhasilannya diukur dan dipengaruhi oleh
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dua elemen yaitu : isi kebijakan (the content of policy) dan
konteks kebijakan (the context of policy).

Grindle dalam bukunya meninjau bahwa proses
implementasi kebijakan secara umum adalah sebagai proses
yang bertujuan untuk mendirikan sebuah jaringan yang
memungkinkan tujuan-tujuan dari kebijakan publik terlaksana
sebagai suatu hasil luaran dari kegiatan-kegiatan
pemerintahan. Menurutnya, kebijakan publik diterjemahkan
ke dalam program-program yang dimaksudkan untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dinyatakan dalam
kebijakan (Grindle, 1980 : 6).

Selain itu, Grindle berpendapat bahwa :

‘“

.. the study of the process of policy implementation
almost necessarily involves investigation and analysis
of concrete action programs that have been designed as
a means of achieving broader policy goals?”

Yang maknanya adalah bahwa kajian investigasi dan
analisa mengenai program-program aksi nyata yang telah
dibentuk dilibatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau
sasaran kebijakan secara luas dalam suatu proses
implementasi kebijakan. Namun, kelemahan dari analisa
Grindle yaitu perbedaan antara kebijakan dan program dalam
praktiknya sangat sulit untuk dipertahankan.

Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan

implementasi  kebijakan dapat dievaluasi dalam hal
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kemampuan untuk menjalankan program yang telah dibentuk
tersebut atau disebut implementability. Seluruh implementasi
kebijakan dinilai dengan cara mengukur sejauh mana hasil
luaran program tersebut memiliki kesesuaian dengan tujuan-
tujuan kebijakan yang ditetapkan. Di bawah ini model proses

implementasi yang dirumuskan oleh Grindle :

o= == P Folicy Goas MpIaMenting ACtitin; se—— ] JUE0Mes
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Gambar Implementasi sebagai sebuah Proses Politik dan
Administratif
Sumber: Merilee S. Grindle, Politics and Policy
Implementation in the Third World, New Jersey : Princeton
University Press, 1980, h. 11

Dari model implementasi kebijakan di atas, kebijakan
publik diterjemahkan ke dalam program aksi (action
programs) dengan maksud untuk mencapai tujuan kebijakan
yang diharapkan. Maksud dibentuknya program aksi dan

proyek perorangan tersebut adalah untuk menimbulkan
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perubahan pada lingkungan dimana kebijakan tersebut akan
diimplementasikan. Dan perubahan tersebut merupakan hasil
luaran dari program yang dijalankan.

Merilee S. Grindle sendiri berargumen bahwa “...the
process of implementation is greatly affected by the kinds of
objectives that have been specified for it and by the manner in
which the goals have been stated” (Grindle, 1980 : 8). Bahwa
proses implementasi sangat dipengaruhi oleh tujuan yang
telah dispesifikasikan untuk itu, dan dimana sasaran-sasaran
telah dinyatakan. Sehingga setiap keputusan tentang jenis
kebijakan yang akan dicapai dan bentuk program yang akan
dilaksanakan dianggap sebagai faktor integral dalam
menentukan kesuksesan pelaksanaan program tersebut.

Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino (2016)
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua
variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (content of policy)
dan konteks kebijakan (context of policy) (Agustino, 2016 :
143-144).

1) Content of Policy (isi kebijakan)
a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang
mempengaruhi)
Yaitu berkaitan dengan berbagai kepentingan yang
mempengaruhi  suatu implementasi  kebijakan.
Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan

dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak
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kepentingan, dan  sejauhmana  kepentingan-
kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap
implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui
lebih lanjut.

Type of Benefits (tipe manfaat)

Yaitu berupaya untuk menunjukkan bahwa dalam
suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis
manfaat yang menunjukkan dampak positif yang
dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang
hendak dilaksanakan.

Extent of Change Envision (derajat perubahan yang
ingin dicapai)

Dalam suatu kebijakan mempunyai target yang ingin
dicapai. Content of Policy dalam poin ini adalah
bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau
ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan
harus mempunyai skala yang jelas.

Site of Desicion Making (letak pengambilan
keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan
memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu
kebijakan, maka pada poin ini harus dijelaskan
dimana letak pengambilan keputusan dari suatu

kebijakan yang akan diimplementasikan.
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e. Program Implementator (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan harus didukung
dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten
dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.

f.  Resources Commited (sumber-sumber daya yang
digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung
olen sumber-sumber daya yang mendukung agar

pelaksanaannya berjalan dengan baik

2) Context of Policy (lingkungan kebijakan)

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved

(kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi
dari aktor yang terlibat)
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan
kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang
digunakan oleh para aktor yang terlibat guna
memperlancar ~ jalannya  pelaksanaan  suatu
implementasi kebijakan.

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik
lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut
dilaksanakan juga berpengaruh terhadap

keberhasilannya, maka dalam hal ini ingin dijelaskan



38

karakteristikdari suatu lembaga yang akan turut
mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan
dan adanya respon dari pelaksana)
Hal ini penting dalam proses pelaksanaan suatu
kebijakan yaitu kepatuhan dan respon dari para
pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin
ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

C. Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

‘Keterbukaan Informasi Publik’ terdiri dari tiga susunan
kata. Yang pertama yaitu keterbukaan. Makna terbuka atau
transparan memiliki arti jernih, jelas, nyata dan mudah
dipahami. Keterbukaan menunjukkan pada tindakan berbagai
kebijakan dalam suatu persoalan dengan tujuan memberikan
informasi faktual. Misalnya, keterbukaan dalam
penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan informasi
faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses
penyelenggaraan pemerintahan (Suharno, dkk. 2006: 16).

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makan, dan pesan, baik
data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan
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dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Sedangkan informasi publik, dalam ketentuan umum
Undang-undang KIP dijelaskan bahwa informasi publik
adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya
yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain
yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dari makna-makna di atas, dapat dikatakan bahwa
keterbukaan informasi publik adalah memberikan atau
menyajikan secara faktual, terbuka, jelas dan transparan yang
berkaitan dengan informasi-informasi pemerintah baik yang
diterima, dikelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan-
penyelenggaraan pemerintahan, baik disajikan dengan
berbagai kemasan seiring berjalannya perkembangan
teknologi informasi ataupun secara langsung.

Selain menjadi salah satu hak asasi manusia dan
merupakan kebutuhan mendasar bagi pengembangan diri dan
sosial setiap orang, keterbukaan informasi merupakan
komponen penting dari keamanan nasional. Selain itu, penting
bagi masyarakat untuk memiliki pengetahuan tentang fungsi,
peran, dan operasinya badan publik agar dapat bekerja sama

secara efektif dengan mereka. Di negara bagian, inilah yang
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membuat KIP penting. Orang dapat memperoleh pengetahuan
yang cukup melalui informasi, menjadikannya salah satu
faktor yang berkontribusi pada partisipasi praktis mereka.
Setiap badan atau lembaga publik, baik dalam hal
perseorangan, kelompok, badan hukum, maupun badan publik
lainnya, tidak dapat dipisahkan dari pengawasan rakyat karena
merupakan lembaga yang fungsi dan tanggung jawab
utamanya terkait dengan penyelenggaraan negara (Moenek,
2020: 6).

Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Dalam langkah mewujudkan tata pemerintahan yang baik
sekaligus mewujudkan bentuk konkrit perlindungan hak asasi
manusia maka diperlukan landasan atau instrumen yuridis
yang kuat untuk mengatur keterbukaan informasi yang
transparan, terbuka, partisipatoris dalam seluruh proses
pengelolaan  sumberdaya publik mulai dari proses
pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi dalam
bentuk Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan maupun
kebijakan-kebijakan, dan juga Peraturan Daerah dan lain

sebagainya (Retnowati, 2012 : 56).

Pada dasarnya ketentuan keterbukaan informasi telah
diamanatkan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945,

bahwa :
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“Setiap orang Dberhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
meyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.”

Akan tetapi amanat untuk melakukan keterbukaan
informasi dalam konstitusi tersebut, dalam mekanisme dan
jaminan hukum bagi pemohon atas haknya atas informasi
belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh karena itu, undang-
undang KIP memperkuat jaminan hak atas informasi tersebut,
sehingga kepastian hukum mengenai KIP dapat dilaksanakan

secara nyata dan menyeluruh dalam semua bidang kehidupan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan harus
bertumpu pada prinsip-prinsip negara hukum dan asas- asas
yang mendasari masing masing instrumen tersebut. Kaitannya
dengan keterbukaan informasi publik, pemerintah telah
membentuk undang-undang yang mengatur ketentuan tersebut
di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

Selanjutnya dalam mewujudkan pelaksanaan undang-
undang tersebut, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah
kaitannya dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61
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Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi disebutkan

dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

KIP, diantaranya yaitu:

1)

2)

3)

4)

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap pengguna informasi publik.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.

Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap
pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan dan sederhana.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai  dengan undang-undang, kepatutan  dan
kepentingan publik didasarkan pada pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat  serta  setelah
dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
informasi publik dapat melindungi kepentingan yang

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dari prinsip-prinsip di atas yang ada dalam undang-

undang KIP sangat memenuhi standar administrasi bagi
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nasional maupun internasional. Hal ini sejalan dengan

karakteristik pemerintahan terbuka, yaitu:

a.
b.

Hak publik atas informasi publik

Hak publik untuk mengamati perilaku pejabat dalam
menjalankan fungsi publik

Hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik
Hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan
kebijakan dan pengawasan pelaksanaannya

Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta
dan kebenaran

Mekanisme hukum mengajukan keberatan terhadap
otoritas yang independen apabila hak-hak di atas
dilanggar

Kelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat,
kebebasan berbicara (Moenek dkk, 2020 : 10-11).

4. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008

tentang KIP, disebutkan bahwa tujuan dan manfaat

keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana

pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik
dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan

pengambilan suatu keputusan publik.
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3)

4)

5)

6)

7)
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Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan kebijakan publik.

Meningkatkan ~ peran  aktif =~ masyarakat  dalam
pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan
publik yang baik.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu
yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel, serta
dapat dipertanggungjawabkan.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi
hajat hidup orang banyak.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di
lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan

informasi yang berkualitas.

Dengan adanya pengelolaan dan pelayanan informasi

yang baik di badan publik, diharapkan dapat menghasilkan

transparansi bagi masyarakat dan elemen terkait lainnya.

Dengan hak mengetahui pembuatan, pelaksanaan, dan alasan

kebijakan publik, yang merupakan unsur paling mendasar

untuk terjadinya keterlibatan masyarakat.
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5. Hak dan Kewajiban serta Informasi yang Disediakan
Kaitannya dengan Undang Undang Keterbukaan

Informasi Publik

Dalam memperoleh suatu informasi, setiap orang
mempunyai hak dan kewajibannya sebagai pengguna
informasi sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 4 dan 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :

“Hak Pemohon Informasi Publik : (1) Setiap Orang
berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Orang berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b.
menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan
salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai
dengan Undang-Undang ini; dan/atau d.
menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon
Informasi  Publik berhak mengajukan permintaan
Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4)
Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh
Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

“Kewajiban Pengguna Informasi Publik : (1) Pengguna
Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan
sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik
yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk
keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.
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Selain pemohon dan pengguna informasi, hak dan
kewajiban pada penyedia informasi atau yang disebut sebagai
badan publik juga diuraikan dalam undang-undang KIP

tersebut, sebagaimana berikut :

“Hak Badan Publik : (1) Badan Publik berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan
Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik
apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak
dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat
membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan
dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan
usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan
hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang
diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

“Kewajiban Badan Publik : (1) Badan Publik wajib
menyediakan, memberikan  dan/atau  menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Badan Publik
wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan. (3) Untuk melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan
Publik harus membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi
Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses
dengan mudah. 4) Badan Publik wajib membuat
pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang
diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi
Publik. (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik,
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ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan
keamanan negara. (6) Dalam rangka memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan
sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik”.

Setiap informasi mempunyai kriteria tersendiri dalam hal
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, yang mana sudah dituangkan dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 :

“(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi
Publik secara berkala. (2) Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi yang
berkaitan dengan Badan Publik; b. informasi mengenai
kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi
mengenai laporan keuangan; dan/atau d. informasi lain
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3)
Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling singkat 6 (enam) bulan sekali. (4) Kewajiban
menyebarluaskan  Informasi  Publik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang
mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami. (5) Cara-cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan
Publik terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan
Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Petunjuk Teknis Komisi Informasi”.

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

secara berkala, adapun informasi yang wajib diumumkan
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secara serta-merta, dalam Pasal 10 undang-undang KIP, yaitu
: (1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta
suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan  ketertiban umum. (2) Kewajiban
menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau

oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Kriteria informasi selanjutnya adalah informasi yang
wajib tersedia setiap saat, dalam pasal 11 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa :

“(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak
termasuk informasi yang dikecualikan; b. hasil keputusan
Badan Publik dan pertimbangannya; c. seluruh kebijakan
yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana
kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Badan Publik; e. perjanjian Badan
Publik dengan pihak ketiga; f. informasi dan kebijakan
yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang
terbuka untuk umum; g. prosedur kerja pegawai Badan
Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
dan/atau h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi
Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2)
Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi
masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai
Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna
Informasi Publik. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik
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menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh
Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis
Komisi Informasi”.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian
pejabat adalah seorang pegawai pemerintah yang memegang
jabatan tetap tertentu. Dengan kata lain, pejabat adalah
seseorang yang bekerja-fungsi, yang diberikan mandat dalam
suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada

pelaksanaan wewenang.

Sedangkan Informasi dalam ketentuan umum undang-
undang adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,
fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Pengertian dokumentasi dikutip dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan,
pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang
pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai
pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti

gambar, kutipan, dan bahan referensi lain.
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Dalam Pasal 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik, yang dimaksud dengan pejabat pengelola informasi
dan dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/

atau pelayanan informasi di badan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
mewajibkan setiap kementerian, lembaga dan pemerintah
provinsi (pemerintah daerah) sebagai lembaga publik
pemerintah  untuk mengimplementasikan, pembentukan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Sedangkan pemerintah kabupaten-kota menyesuaikan sesuai
kebutuhan jika dipandang perlu, serta dapat pula membentuk
PPID sebagai pintu implementasi keterbukaan informasi
publik.

Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik
pada pasal 13 menjelaskan tentang tata cara melaksanakannya
sesuai dari pedoman pada standar layanan informasi dan
berlaku secara nasional, yakni demi mewujudkan pelayanan
informasi yang cepat, tepat dan sederhana dibutuhkan adanya
PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang
ditunjuk langsung dari pemimpin/pemerintah daerah, serta
menyusun cara penyediaan layanan informasi dengan cepat,

mudah serta wajar dan dapat dipahami oleh masyarakat.
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Dalam pasal 13 ayat (2), Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional.

PPID bertugas untuk dan atas nama institusi atau
lembaga publik yang melakukan pengelolaan, penyediaan,
pelayanan, dan dokumentasi informasi publik, sebagai garda
terdepan dari setiap badan atau lembaga publik dalam
memberikan pelayanan informasi kepada publik. Tujannya
adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
dan bertanggung jawab (good governance). Sebab esensi
keterbukaan informasi publik menuntut penerapan prinsip-
prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta
pasrtisapasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik
melalui peran aktif dari masyarakat sebagai sarana optimal
dalam penerapan pengawasan publik demi terwujudnya

penyelenggaraan negara yang lebih baik (Kenda, 2015 : 166).



BAB 111
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA
KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN
KENDAL

A. Gambaran Umum Desa

1. Sejarah Desa

Desa Kumpulrejo adalah desa kolonisasi yang datang dari
beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Wilayah
Timur ditandai dengan adaya tokoh sejarah dari jawa Tengah
yaitu Ky Dami yang merupakan kaki tangan dari Temenggung
Mertowijojo. Wilayah Timur merupakan kawasan pertanian,
pada tahun 1857 penduduk desa dengan jumlah yang kurang
dari 50 kk. Mata pencaharian penduduk pada saat itu hanya
mengandalkan hasil pertanian saja. mereka membuka dan
menggarap tanah yang telah telah ada pada saat itu,
sedangkan pada wilayah sebelah utara yang ditandai adanya
Tokoh Sejarah Demang Aliman yang yang berasal dari jawa
Timur Beliau sangat terkenal dengan kekuatan dan
kadikdayaanya dan memiliki tombak yang dapat berubah
menjadi ular besar jenis welang. Penduduk sebelah utara

bermata pencaharian berkebun di sekeliling rumah dengan
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ditanamami tanaman polowijo diantaranya tanaman koro dan
sebagian melaut untuk mencari ikan.

Kata Kumpulrejo merupakan do’a yang berasal dari
kata kumpul dan redjo. Kumpul mempunyai arti bergabung
dalam kesatuan masyarakat dalam wilayah Dukuh (Marong
wetan, Marong Kulon, Korowelang Lor dan Korowelang
Kidul) sedangkan kata Redjo mempunyai arti keberkahan
hasil. Jadi Kumpulrejo berarti bergabungnya masyarakat
dalam kesatuan wilayah Dukuh untuk kemakmuran dan
Keberkahan.

Adapun jabatan kepala desa ataupun lurah Desa
Kumpulrejo dari masa kemasa adalah sbb :

1. Tahun 1897 — 1921 Demang Aliman

2. Tahun 1921 — 1930 Lurah Surat

3. Tahun 1930 — 1940 Lurah Simoh

4. Tahun 1940 — 1947 Lurah Sumorejo dengan carik
Supardi

Tahun 1947 - 1948 Lurah Supardi

Tahun 1948 — 1982 Lurah S Pani Carek Slamet Soekadie
Tahun 1982 - 1985 Pj Carek Slamet Soekadie

Tahun 1985 — 1993 Lurah Sri Purwati dengan carik

© N o O

Slamet Soekadie
9. Tahun 1993 - 2003 Kepala desa M Aksin dengan carik
Slamet Soekadie Tahun 2001 Carek Moh Ndhori
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10. Tahun 2003 - 2008 Kepala desa Trismono dan Moh
Ndhori sebagai sekdes

11. Tahun 2008 - 2015 Kepala desa Basuki dan Moh Ndhori
sebagai sekdes

12. Tahun 2015 - 2016 Kepala desa Moh Ndhori (Pj, Kepala
Desa) dan Moh Ndhori sebagai sekdes

13. Tahun 2016 - 2022 Kepala Desa Basuki dan Moh Ndhori
sebagai sekdes (2017) dan Afif Muhammad sebagai
Sekdes (2018 — 2022)

14. Tahun 2023 - sekarang Kepala Desa Faeson dan Afif
Muhammad sebagai sekdes (2022 - sekarang)

2. Visi dan Misi Desa

Berikut visi dan misi Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal. Terwujudnya masyarakat Desa
Kumpulrejo yang tertib, sehat dan kondusif dalam tata
kehidupan yang demokratis, cerdas, mandiri, kreatif dan
produktif dilandasi oleh akhlak mulia dalam rangka
mencapai/menuju terwujudnya Kendal Beribadat (Bersih
indah barokah aman dan tertib), mampu meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945.
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Rumusan visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari
suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan
Pembangunan di Desa Kumpulrejo baik secara individu
maupun kelembagaan sehingga ke depan Desa Kumpulrejo
mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan
dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa
yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal.

2. Mewujudkan Aparat Pemerintah Desa yang berfungsi
sebagai pelayan masyarakat yang profesional, berdaya
guna dan berhasil guna, sehingga terwujud Pemerintahan
Desa yang bersih dan berwibawa.

3. Bersama masyarakat dan  Kelembagaan Desa
menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan
pembangunan desa yang partisipatif.

4. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam
mewujudkan Desa Kumpulrejo yang aman, tentram dan

damai.
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Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan
masyarakat ~ untuk  meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat.

Untuk menumbuh kembangkan keinginan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari sesuai
dengan situasi dan kondisi Sumber Daya Alam (SDA)
Desa Kumpulrejo.

Menjadikan Desa Kumpulrejo sebagai desa sentra
pertanian, desa yang mampu mewujudkan pertanian yang
modern dengan mengembangkan penggunaan pupuk
organik yang ramah lingkungan.

Menjadikan masyarakat Desa Kumpulrejo berbudi
pekerti luhur, tangguh, sehat jasmani dan rokhaninya,
cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif, berjiwa
Iman dan bertagwa serta demokratis demi terciptanya
SDM yang berkualitas.

Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan di segala
bidang pada semua lapisan masyarakat untuk
mewujudkan kemakmuran.

Meningkatkan inisiatif perencanaan pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan peranan wanita serta
generasi muda juga menegakkan supremasi hukum bagi

masyarakat.
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3. Kondisi Geografis

Desa Kumpulrejo merupakan salah satu desa dari
sebanyak 18 desa yang ada di Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal. Kantor desa tersebut beralamat di Jalan Raden Patah
KM 3.5 Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal.

0

Gambar Peta Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal
Sumber : Google Maps

Desa Kumpulrejo berjarak 7,6 km dari pusat Kota Kendal
dan berjarak 39 km dari Kota Semarang. Luas keseluruhan
Desa Kumpulrejo sebesar 119,00 Ha atau 1,19 km?2. Secara

geografis Desa Kumpulrejo berbatasan dengan:

Sebelah Barat : Sungai Bodri, Desa Magersari
Kecamatan Patebon
Sebelah Timur : Desa Jambearum, Desa Sukolilan, dan

Desa Bangunrejo Kecamatan Patebon
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Sebelah Utara : Desa Wonosari Kecamatan Patebon

Sebelah Selatan : Desa Purwosari Kecamatan Patebon

Kondisi Topografis

Desa Kumpulrejo berada di dataran rendah sekitar 7-13 m
diatas permukaan laut. Letak Desa Kumpulrejo adalah
6°54°03,66”S dan 6110°10°4,74”E. Dengan masing-masing
wilayah dibangun dengan pemukiman seluas 63 ha, pertanian
sawah seluas 58,5 ha, ladang/tegalan seluas 11 ha,
perkantoran seluas 0,25 ha, sekolah seluas 0,75 ha, jalan
seluas 20 ha, dan lapangan sepak bola seluas 1 ha. Desa
Kumpulrejo merupakan tipologi area persawahan, juga
bersebelahan dengan sungai bodri di sebelah barat,
menjadikan wilayah Desa Kumpulrejo banyak dipenuhi
dengan ladang tambak. Sehingga banyak penduduk desa yang
membuat tambak/ ladang dengan mudah karena perairan
langsung bersebelahan dengan sungai bodri.

Selain memiliki potensi alam berupa sungai bodri,
sepanjang sungai tesebut mengairi sampai dengan laut. Karena
jarak Desa Kumpulrejo ke wilayah laut hanya sekitar 8 km
dengan jarak tempuh 20 menit. Di sekitar pinggir jalan desa
yang bertepikan jalan dengan ladang/ tambak, di tanami
dengan banyak pepohonan yang rindang seperti pepohonan

mangga dan kamboja. Sehingga wilayah Desa Kumpulrejo
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pada waktu sore hari suhu dan suasananya semilir dengan
hembusan angin laut. Namun pada siang hari udara yang ada
di wilayah Desa Kumpulrejo bersuhukan panas karena

bersinggungan dekat dengan laut.

5. Kondisi Demografis
a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan yang diperoleh dari
Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semester |
Tahun 2022 di Desa Kumpulrejo terdapat 1.665 jiwa laki-
laki dan 1.693 jiwa perempuan dengan jumlah seluruhnya
3.358 jiwa. Dari keseluruhan tersebut terdapat 1.162 KK
(Kartu Keluarga) yaitu sebanyak 911 KK yang dikepalai
oleh laki-laki dan sebanyak 251 KK yang dikepalai oleh

perempuan.

Jumlah Penduduk
Desa Kumpulrejo

= Laki-laki = Perempuan

Gambar Grafik jumlah penduduk berdasarkan jenis
kelamin
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JUMLAH PENDUDUK
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEHON
KARUPATEN KENDAL SEMESTER | TAHUN 2022

LA LAKY FIRIMPEIAN fuMLAn
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Gambar Data jumlah penduduk tahun 2022
Sumber Data Agregat Kependudukan
Dipendukcapil
b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Jumlah penduduk Desa Kumpulrejo pada tahun
2022 lebih dominan penduduk yang berusia 35-39 tahun
pada jenis kelamin perempuan yang berjumlah lebih dari
148 jiwa dan sebanyak 147 jiwa berjenis kelamin laki-
laki. Sehingga mendapati angka 8,78% jumlah penduduk

yang lebih dominan pada rentang usia tersebut.
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JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL SEMESTER I TAHUN 2022

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
n (Jiwa)

1 0-4 ) 115 342 106 316 221 6,58
2 5-9 128 381 135 4,02 263 783
3 10-14 140 417 124 369 264 786
4 15-19 111 331 110 328 221 6,58
5 20-24 119 354 131 390 250 744
6 25-29 154 459 132 393 286 8,52
7 30-34 127 378 132 393 259 77
8 35-39 147 438 148 441 295 878
9 40-44 08 322 126 375 234 697
10 45-49 127 378 135 4,02 262 7.80
1 50-54 105 313 119 354 224 667
12 55-59 108 322 99 295 207 6,16
13 60-64 837 1247 BT 2al 164 488
14 65-69 52 155 62 185 114 339
15 70-74 20 060 24 on 4 13
16 >=75 21 063 29 0,86 50 149

JUMLAH 1.665 49,58 1.693 50,42 3358 100,00

Gambar Data jumlah penduduk tahun 2022
Sumber Data Agregat Kependudukan
Dipendukcapil

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kumpulrejo

Pada tahun 2022 dari data jumlah penduduk
masyarakat Desa Kumpulrejo terdapat beberapa
Klasifikasi jenjang tingkat pendidikan masyarakat, yaitu
ada sebanyak 1.202 orang yang tidak atau belum
bersekolah, sebanyak 254 orang belum tamat SD,
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sebanyak 712 orang dengan tingkat pendidikan Tamat
SD/ MI, 524 orang dengan tingkat pendidikan SLTP/
MTs, 525 orang dengan tingkat pendidikan SLTA/ MA,
33 orang dengan tingkat pendidikan Diploma I 1l Il, dan
ada sebanyak 103 orang dengan tingkat pendidikan Strata
I, serta ada sebanyak 5 orang dengan tingkat pendidikan
Strata 1. Berikut dibawah ini grafik jumlah penduduk

Desa Kumpulrejo dengan tingkat pendidikan masing-

masing.
Jenjang Tingkat Pendidikan
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Gambar Grafik Jenjang Tingkat Pendidikan

d. Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa Kumpulrejo
berdasarkan data RPJMDes 2018-2023, kondisi
kesehatan dari data angka kelahiran dan angka kematian
yang didapat terdapat sejumlah 48 orang bayi yang

dilahirkan dan untuk angka kematian bayi adalah O orang.
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Dalam menjalani program kesehatan untuk bayi dalam
cakupan imunisasi, Desa Kumpulrejo telah melakukan
imunisasi polio 3 sebanyak 48 orang dan imunisasi DPT-
1 sebanyak 45 orang.
Penggunaan dalam rangka pemenuhan air bersih di
wilayah Desa Kumpulrejo terhadap warga masyarakat,
telah dilakukan diantaranya sebagian masyarakat

pengguna air bersih :

1. Pengguna sumur galian : 61 KK

2. Pengguna air PAH : 908 KK

3. Pengguna smur pompa : 67 KK

4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK

5. Pengguna air sungai : 0 KK
e. Agama

Data Keagamaan Desa Kumpulrejo pada tahun
2022, ada sebanyak 3.357 orang pemeluk agama Islam
dan 1 orang dengan pemeluk agama kepercayaan.
Diantara lainnya tidak terdapat masyarakat Desa
Kumpulrejo yang memeluk agama lain. Dan untuk
wilayah di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon ini
terdapat 12 buah Masjid/ Musholla tempat untuk
beribadah masyarakat Desa Kumpulrejo.

6. Kondisi Ekonomi
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Bentuk mata pencaharian masyarakat Desa Kumpulrejo,
sebagian ada di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
Berikut data wilayah mata pencaharian masyarakat Desa

Kumpulrejo berdasarkan RPJMDes 2018-2023 diantaranya :

a. Pertanian
1. Padi sawah : 58,5 ha
2. Jagung : 9 ha
3. Kelapa : 0,4 ha
4. Singkong : 0,3 ha
5. Lain-lain : 0,1 ha

b. Peternakan

1. Kambing : 72 ekor
2. Sapi : 27 ekor
3. Ayam : 500 ekor
4. ik : 200 ekor
5.  Burung : 79 ekor
6. Lain-lain : 30 ekor
c. Perikanan
1. Tambak ikan : 0,5 ha

2. Lain-lain : 0,3 ha
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Berikut jenis pekerjaan sebagian masyarakat yang ada di

Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal :

1. Petani : 854 orang
2. Pedagang : 167 orang
3. PNS : 36 orang
4. Tukang : 29 orang
5. Guru : 20 orang
6. Bidan/ Perawat : 2 orang
7. TNI/ Polri : 1 orang
8. Pensiunan : 7 orang
9. Sopir/ Angkutan : 24 orang
10. Buruh : 129 orang
11. Jasa persewaan : 96 orang
12. Swasta : 32 orang

7. Kondisi Pemerintahan Desa
Lembaga pemerintahan Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal terdiri dari beberapa aparat desa,
diantaranya 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang
Sekretaris Desa, 11 (sebelas) orang Perangkat Desa, dan 9
(sembilan) orang BPD.
Pembagian wilayah di Desa Kumpulrejo Kecamatan

Patebon, terdapat 4 (empat) dusun, yaitu Dusun Korowelang
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Lor (6 RT), Dusun Korowelang Kidul (8 RT), Dusun Marong
Kulon (6 RT), dan Dusun Marong Wetan (8 RT).

Berikut jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di

Desa Kumplulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

1.

© © N o g &~ DN

e =
= o

LPM

PKK

Posyandu
Pengajian
Arisan

Simpan Pinjam
Kelompok Tani
Gapoktan
Karang Taruna
Ormas/ LSM

Lain-lain

Keterbukaan Informasi

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Publik di

1

1

4 Pos

4 Kelompok
4 Kelompok
2 Kelompok
2 Kelompok
1 Kelompok
4 Kelompok
1 Kelompok
2 Kelompok

Desa Kumpulrejo

Keterbukaan secara umum adalah rasa toleransi dan menjadi

landasan utama dalam berkomunikasi, konsep keterbukaan dalam

mandat khusus dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang mana menjelaskan pada pasal 24 mengatakan

salah satu asas yang mendasar dalam rangka penyelenggaraan
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pemerintah desa yaitu dengan konsep keterbukaan. Dalam rangka
menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka telah
ditetapkan dan disahkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu telah pula
dikeluarkan peraturan pelaksana undang-undang tersebut yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan
UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, yang mengatur secara lebih rinci dan detail mengenai
tatacara pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Sebelum mengetahui adanya implementasi keterbukaan
informasi publik di suatu lembaga pemerintahan, sebagai aparatur
desa yang mengatur dan menjalankan program-program kerja,
sudah selayaknya mengetahui terlebih dahulu akan adanya
peraturan-peraturan terkait dengan perundang-undangan yang
mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan yang
menyinggung keterbukaan informasi yaitu Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan
peraturan pelaksana undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang KIP.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada
salah satu perangkat desa yaitu Bapak Chumaidi yang mana
beliau selaku kasi pemerintahan dalam struktur organisasi desa,
mengatakan bahwa aparatur desa yang ada di Desa Kumpulrejo

telah mengetahui dalam menyelenggarakan pemerintahan perlu
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adanya konsep asas keterbukaan dari undang-undang desa Nomor
6 tahun 2014, lebih khusus aturan yang mengatur tentang
keterbukaan tersebut ada dalam undang-undang yang mengatur
tentang konsep keterbukaan yaitu undang-undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan
pelaksana undang-undang KIP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
61 tahun 2010. Hal tersebut peneliti temukan juga di website Desa
Kumpulrejo dalam template PPID adanya pembahasan tentang
konsep keterbukaan informasi baik dalam undang-undang desa
dan undang-undang KIP. Dalam hal kaitan penyimpanan aturan-
aturan terkait keterbukaan informasi publik telah disimpan dalam

arsip desa dan diupload dalam website desa.

Arsip Dokument

»  [asar hukum tentang keterbukaan informasi publik
» PPID Tahun 2021
PPID Tzhun 2020
» PPI0 Tahun 2019
» PPI0 Tahun 2018

Gambar Arsip Dokumen aturan-aturan Keterbukaan
Informasi Publik
Sumber Website Desa kumpulrejo.desa.id

Dalam sosialisasi undang-undang dan aturan kepada

perangkat desa juga telah dilakukan, yang mana sosialisasi
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tersebut dirangkaikan dengan rapat-rapat kerja disetiap 6 (enam)
bulan sekali, dan diluar rapat rutin yaitu diwaktu tertentu ketika
ada yang harus didisukusikan dalam rapat pun menyinggung
sedikit dengan mensosialisasikan aturan keterbukaan informasi di
sela-sela pembahasan rapat. Selain kepada perangkat desa, Bapak
Chumaidi juga menuturkan sosialisasi aturan keterbukaan
informasi dilakukan sewaktu-waktu dan disebarkan melalui
WhatsApp Group Desa Kumpulrejo, yang beranggotakan
perwakilan dari setiap RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun
Warga) Desa Kumpulrejo.

Dari pengamatan peneliti di kantor Desa Kumpulrejo
ditemukan adanya spanduk berupa bagan dari struktur anggota
aparatur desa serta profil biografi yang lengkap dengan nama
anggota, kedudukan jabatan dan tugas pokok dan fungsi dan
struktur tersebut juga sudah dibagikan melalui website desa
(fampiran 3.1.2.). Berikut ini adalah susunan organisasi dan tata
kerja pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon

Kabupaten Kendal.
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Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
Sumber Pengambilan gambar dari kantor Desa Kumpulrejo

Pemerintah Desa Kumpulrejo telah menyediakan sarana dan
prasarana penyampaian informasi untuk masyarakat yang ingin
meminta informasi dengan bertujuan dapat diakses atau diperoleh
secara mudah, yaitu dengan melalui meja layanan informasi,
papan pengumuman, website Desa, dan informasi-informasi
agenda kegiatan yang dibagikan melalui laman Facebook,
Instagram, dan Yotutube (lampiran 3.3.1. - 3.3.5.).

Bapak Chumaidi juga menuturkan bahwa seluruh jajaran
aparatur desa Kumpulrejo memahami adanya keterbukaan
informasi publik, dan dapat dikatakan mampu dalam mengelola
keterbukaan informasi publik. Hal ini bisa dikatakan seperti itu
karena semua jajaran aparatur Desa Kumpulrejo sudah

mempunyai banyak pengalaman dibuktikan dengan masa kerja
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yang cukup lama di kantor Desa Kumpulrejo. Serta, dalam
kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah
perangkat desa Kumpulrejo ikut menghadiri undangan kegiatan
dan mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Pemerintah Desa Kumpulrejo yang pada saat itu masih di
pimpin oleh Bapak Basuki selaku Kepala Desa, telah
mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 480 / 01 /
2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di Lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo Tahun
2020. Pada SK terlampir (lampiran 1.1.1.) tertanggal 2 Januari
2020 telah dibentuk tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal yang disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Basuki

selaku Kepala Desa terdahulu.
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PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA KUMPULREJO

Alamat :.Jl. Raden Patah Km 3.5 Kumpulrejo Kode Pos
31351
Website : Kumpulrejo.desa.id e-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

KECAMATAN PATEBON
NOMOR : 480 / 01 /2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGEKEUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO

TAHUN 2020

KEPALA DESA KUMPULREJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan

dokumentasi, serta untuk merencanakan,
mengorganisasikan, dan melaksanakan kegiatan
pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan
informasi yang cepat., mudah dan wajar di linglungan
Pemerintahan Desa Kumpulrejo, perlu ditetapkan Pejabat
Fengelola Informasi dan Dokumentasi:

- bahwa untulk maksud tecsehut huoaf = diatas petlw

ditstapkan dengan Keputusan Kepala Desa :




&)
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NMEMUTUSEAN
Menetapkan
KESATU 1 | Menunjuk Pejabat Selretaris Desa dan Perangkat Desa
zebagai FPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PFID) di lingkungan Pemerintah Desa EKumpulrejo

sebagaimana lampiran yang merupakan bagian talk
terpizahlkan dari keputu=zan ind.

KEDUA : | Pgjabat Pengelola Informasi dan Dolumentasi sebhagaimana
dilctum KESATU adalah melaksanalkan tugas :

a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan
doltumentasi:

. Menyimpan, mendokumentasiltan, menyediakan dan
memberiltan pelayanan informasi kepada publilc;

c. Melakukan verifika=si bahan informasi publilk;

d. Melalmkan muji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan:

. Melakukan pemutakhiran data informasi dan
Dokumentasi; dan

f. Menyedialtan informasi dan dokumentasi untul
diakses oleh masyarakat.

KETIGA : i Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi bertangpungjawab kepada
Kepala Desa.

KEEMPAT 1 | Segala biaya sebagai akibat dilkelnarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Kumpulrejo.

KELIMA : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaploan.

Adapun susunan anggota tim PPID tersebut sebagai berikut:
1. Bapak Basuki selaku kepala Desa Kumpulrejo sekaligus
kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai atasan PPID Desa.
2. Bapak Afif Muhammad, S.H kedudukannya dalam PPID
sebagai ketua PPID Desa.
3. Bapak Sugiyanto kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai
Sekretaris PPID Desa
4. Bapak Nasrullah kedudukannya dalam PPID yaitu menjabat
bagian pelayanan informasi dan yang terakhir,

5. Bapak Chumaidi, S.H yang menempati bagian dokumentasi.
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Dalam SK tersebut yang telah diputuskan oleh Pemerintah

Desa Kumpulrejo juga menyebutkan pula tugas PPID yang

meliputi.

a.
b.

e o

Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan  dan
memberikan pelayanan informasi kepada publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi; dan

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat.

SK tersebut juga dibagikan melalui website desa dalam

template PPID dan dapat diunduh, bertujuan untuk masyarakat

atau pihak lain yang berkepentingan mengetahui apakah PPID

tersebut dan mengetahui struktur tim PPID Desa Kumpulrejo,

serta mengetahui tugas dan kewajiban PPID.

SKPPID

Download File Lampiran

Gambar Template SK PPID
Sumber Website Desa kumpulrejo.desa.id
Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu

anggota tim PPID Desa Kumpulrejo dengan Bapak Nasrullah

selaku bagian pelayanan informasi dalam kedudukan PPID Desa
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Kumpulrejo, beliau mengatakan bahwa pembentukan tim PPID
masih menggunakan struktur yang lama, dan yang membedakan
hanya pada atasan PPID yang terbaru yaitu Bapak Faeson juga
selaku Kepala Desa Kumpulrejo. Dan untuk pembaharuan SK
belum dilakukan, namun pelaksanaannya masih mengikuti aturan
SK yang lama.

Selain itu adanya kebijakan PPID Desa sejak Januari 2020,
belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan PPID. Hal itu sebagaimana yang dikatakan Bapak Afif
Muhammad, S.H. sebagai ketua PPID Desa Kumpulrejo dalam
hasil wawancara, beliau mengatakan, “semenjak PPID dibentuk
belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi dikarenakan

belum pernah ada sengketa informasi: .



BAB IV
UPAYA MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON

KABUPATEN KENDAL

A. Akses Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal

Akses informasi publik di Desa Kumpulrejo sangatlah
terbuka bagi masyarakat yang ingin mencari berbagai infromasi
atau mengaksesnya secara umum, selain di sediakannya pada
website desa, aparatur desa juga menyediakannya pada sarana
prasana desa, yaitu seperti papan pengumuman desa yang selalu
transparan, terupdate dan tentunya jelas apa adanya dalam
penyediaan berbagai informasi ataupun informasi yang bisa di
layani secara langsung oleh aparatur desa itu sendiri yang sesuai
dengan kebutuhan dari pemohon informasi, dengan ketentuan
prosedur yang berlaku serta meminta informasi yang benar benar

sifatnya terbuka dan tidak memakan biaya.

Hasil dari pengamatan peneliti yang berkaitan dengan
halnya dalam memperoleh informasi secara langsung oleh
masyarakat, pemerintah Desa Kumpulrejo telah menyediakan

formulir permohonan informasi yang telah dicetak. Dalam

76
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pelayanan informasi publik, Bapak Nasrullah yang menjabat
sebagai pelayanan infomasi mengatakan “jika ada masyarakat
yang ingin mengetahui informasi kami pasti akan menyediakan
dengan senang hati, asalkan sudah sesuai dengan prosedur yang
berlaku dan meminta informasi yang benar-benar sifatnya
terbuka”. Dalam pelaporan pelayanan permohonan informasi,
peneliti tidak menemukan adanya catatan buku register
permohonan informasi yang berisikan data pemohon yang
meminta informasi dan juga tidak ada laporan yang dilaporkan ke

Kepala Desa terkait jumlah permohonan informasi.

Dalam hal memperoleh informasi secara tidak langsung,
peneliti tidak menemukan di website desa Kumpulrejo dalam hal
memperoleh informasi secara online. Yang peneliti temukan
dalam website tersebut hanya pada jumlah pengunjung website

yang online berkunjung pada saat itu di laman website desa.

g Kumpulrejo Soclal Media Pengunjung

N Punion A Sanant
TOTAL

mreesst) !

BULAN INi

oo 1

OMLINE

Gambar Data Pengunjung Website Online
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/
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Walaupun pada website tersebut ada tatacara pengajuan
permohonan informasi dan formulir untuk mengajukan
permohonan informasi yang dapat diunduh, namun pada
kenyataannya tidak dapat diajukan permohonan informasi secara
online (tidak langsung). Bahwa masyarakat atau pemohon
informasi tetap harus mendatangi langsung kantor desa untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan yang tidak ada di website

desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, tim PPID telah
menyediakan informasi-informasi publik yang akurat dan benar
adanya. Dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi,
peneliti memperoleh data dengan jenis informasi yang terbuka
dan mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara
serta merta dan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat

yang terdapat di website desa pada template PPID.
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foy Kumpuirejo

Kec. Patebon , Kab. Kendal

Data Kabar Potensi PPID Petanda
Profil PPID
DIP
Klik Disini Untuk Mengunjungi Dashbord pik

Kelembagaan PPID
Berita Terkini Gotong Royong Jumat Berkah Buat Salu

- -
)
3
o
0

Informasi Berkala
Informasi Setiap Saat

Informasi Serta Merta

Proﬂ I Cara Mendapatkan Informasi

Cara Mengajukan Keberatan

Gambar Template PPID Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala
Desa Kumpulrejo menyediakan informasi terkait profil
desa yang komprehensif dimana berisikan tentang berbagai
informasi, baik dari segi biografi dari Kepala Desa, aparatur-
aparatur desa, kegiatan desa, APBDes, RPJMDes, dan masih
banyak lagi. Tentunya yang lebih utama dalam penelitian ini
yaitu tentang PPID, yang pada profil PPID tersebut sudah
menjelaskan pada kolom DIP (daftar informasi publik).

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala meliputi.


http://kumpulrejo.desa.id/
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Kk Disant Untuk Mengunpungl Dashbord Dokar

m Musdus Reorganisas! Pengurus KW 04

2023

Daftar Informasi Publik (DIP)

o o

®

Informasi tentang profil badan publik

Ringkasan program dan Kkegiatan yang sedang di
jalankan

Informasi laporan akuntabilitas kerja

Ringkasan laporan keuangan

Laporan akses informasi publik

Tata cara permohonan informasi publik

Informasi tentang laporan tata cara pengaduan
penyalahgunaan dan pelanggaran badan publik
Pengumuman pengadaan barang dan jasa

Informasi tentang peraturan, keputusan, atau kebijakan

Dalam informasi yang diumumkan secara berkala,

peneliti juga mewawancarai pejabat publik. Bapak Afif
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selaku ketua tim PPID Desa mengatakan. “ iya mas, adanya
profil desa pada website desa tentunya bertujuan memberikan
hak nya kepada masyarakat sebagai pengguna informasi dan
ada nya website desa guna memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi yang ingin di peroleh tanpa harus
datang jauh-jauh ke kantor desa, akan tetapi kami juga
melayaninya secara langsung jika masyarakat ingin
mengetahuinya dan hal ini biasanya para masyarakat yang
kurang memahi teknologi dan Kita tetap melayaninya karena
sudah menjadi tugas kami semua para pengelola informasi.
Namun ada juga beberpa informasi yang belum terupdate
pada website desa, biasanya di karenakan kegiatan yang
menumpuk dan juga seperti mas nya yang mengetahui bahwa
Kepala Desa saat ini yaitu Bapak Faeson baru saja dilantik
sebagai kepala desa baru beberapa bulan ini lebih tepatnya
awal tahun 2023 ini, jadi mungkin beliau masih beradaptasi
dan juga kami semua sebagai bawahannya memiliki
pekerjaan tambahan dalam menuntunnya dari awal lagi.
Akan tetapi informasi yang belum terupdate tetap kami
update kan lagi pada website desa, lalu demi menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa, kami juga
mencetaknya menjadi lembaran iformasi yang kami sediakan

di papan mading desa” ungkap Pak Afif.

PPID Desa Kumpulrejo dalam menjalankan tugasnya,

salah satunya memberikan akses untuk masyarakat
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mengetahui informasi-informasi melalui website desa dengan

laman http://kumpulrejo.desa.id/ (lampiran 3.3.1.). Di

website tersebut tim PPID membagikan daftar informasi
publik kaitannya dengan informasi yang wajib disediakan

dan diumumkan secara berkala.

Dan selanjutnya peneliti juga mewawancai warga
sekitar untuk memahami seperti apa kondisi masyarakat dan
sejauh mana manfaat tersebut yang memiliki peran sebagai
pengguna informasi. Mas Hendra sebagai pemuda
karangtaruna menjelaskan “sebagai generasi pemuda desa
ini, bagi saya pribadi merasa sedikit bangga atas kemajuan
desa seperti dengan ada nya website desa ini kami merasa
terbantu atas semua informasi yang sudah di berikan, iya
walupun dari kami warga Desa Kumpulrejo sndiri hanya
ingin ingin melihat lihat saja tanpa ada kepentingannya tetapi
setidaknya di website desa ada nfo-info terupdate dan kita
juga bisa mengetahui bahwa aparatur Desa Kumpulrejo
sudah melakukan tupoksi nya tersebut, dan juga sangat
terbilang mudah untuk mengkases melelui website desa
walaupun memang secara pelayanan online belum ada untuk
mengurus sesuatu tanpa harus datang ke kantor desa, tetapi
mungkin untuk kedepannya lagi saya berharap kepada
aparatur Desa Kumpulrejo juga bisa melayaninya secara

online” ucap Mas Hendra.


http://kumpulrejo.desa.id/
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Dari data temuan peneliti, informasi yang bersifat
diumumkan secara berkala kaitannya dengan peraturan dan
kebijakan publik, tatacara memperoleh informasi dan laporan
keuangan desa. Ditemukan informasi-informasi tentang
peraturan dan kebijakan publik seperti adanya SK atau Surat
Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Desa Kumpulrejo Tahun 2020
sebagaimana terlampir dalam lampiran 1.1.1. dan juga
terdapat maklumat pelayanan informasi publik (lampiran
1.1.2.), serta ditemukan beberapa peraturan dan kebijakan
lainnya dalam website desa dengan terakhir update pada

Oktober 2021 sebagaimana terlampir (lampiran 1.1.3.).

Informasi bersifat diumumkan secara berkala lainnya
juga ditemukan adanya tata cara memperoleh informasi yang
dituangkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur)
permohonan layanan informasi (lampiran 1.2.1.) yang dibuat
pada tanggal 25 Juli 2019. Selain SOP juga terdapat formulir
untuk permohonan informasi yang disertai ketentuan hak-hak
pemohon informasi (lampiran 1.2.2.). Terdapat juga lain hal
dari permohonan informasi vyaitu ditemukannya SOP
penanganan keberatan informasi dan formulir pernyataan
keberatan atas permohonan informasi (lampiran 1.2.3. dan

1.2.4.). Dalam SOP yang dibuat pada tanggal 28 Januari
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2019 tersebut memuat cara-cara bagaimana mengajukan
keberatan atas informasi yang tidak terlayani. Peneliti juga
menemukan SOP sengketa informasi publik (lampiran 1.2.5.)
yang dibuat pada tanggal 28 Januari 2019, memuat tatacara
apabila belum merasa puas atas informasi atau tidak terlayani
informasi yang dimohonkan maka dapat mengajukan

sengketa informasi.

Pada temuan lainnya dalam informasi yang wajib
disediakan secara berkala yaitu adanya laporan keuangan
desa. Peneliti menemukan laporan data pada siskeudes tahun
2020 sampai tahun 2023 sebagaimana terlampir (lampiran
1.3.1. - 1.3.4.). Dalam laporan keuangan tersebut terdapat
rincian anggaran dan realisasi APBDes (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa).

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkalal, ada juga informasi yang wajib diumumkan
secara serta merta yaitu informasi yang dapat mengancam
hajat orang banyak dan ketertiban umum. Salah satunya
seperti informasi tentang sosialisasi bencana alam, wabah
penyakit, dan sosialisasi kesehatan. Peneliti menemukan
dalam website Desa Kumpulrejo kaitannya dengan informasi

yang diumumkan secara serta merta, Yyaitu informasi
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pengenalan covid-19 (lam piran 2.2.) dan informasi
pencegahan covid-19 (lampiran 2.3.) dengan memberlakukan
pembatasan sosial; informasi telah dilakukan adanya
kegiatan sosialisasi kesehatan dan bahaya NAPZA (lampiran
2.4.); informasi telah dilakuk an kegiatan posyandu lansia

(lampiran 2.5.).

Kaitannya dengan informasi yang wajib diumumkan
secara serta merta, peneliti dapati dari hasil wawancara
(Selasa, 18 April 2023) dengan salah satu petugas PPID yang
menjabat di bagian pelayanan informasi yaitu Bapak
Nasrullah, beliau mengatakan, “iya, hal tersebut pun sudah
menjadi tugasnya dalam memberikan informasi terbuka
secara serta merta, namun terkadang hal tersebut di luar
dugaan yang terkadang secara mendadak yang jarang sekali
adanya baik dari papan pengumuman ataupun website desa
serta belum bisa diprediksi seperti halnya bencana alam
yang mengakibatkan banjir sampai berhari-hari karena
adanya air pasang dari laut dan masih di luar dugaan, jadi
perihal tersebut jarang ada di papan pengumuman, tetapi
saya biasa menyebarkan informasi yang datangnya tiba-tiba
seperti itu melalui Whatapps grup (yang beranggotakan
ketua RW dan RT) yang langsung saya infokan dan supaya
bisa dibagikan informasi tersebut kepada warganya masing-

masing” ucap Bapak Nasrullah.
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Informasi yang wajib tersedia setiap saat
Informasi selanjutnya adalah informasi yang wajib

tersedia setiap saat. Informasi kaitannya profil badan publik
terdapat dalam website desa, yaitu informasi tentang
deskripsi profil dan organisasi desa berupa gambar kantor
desa (lampiran 3.1.1.), alamat kantor dan peta wilayah desa,
sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan profil aparatur
Desa Kumpulrejo (lampiran 3.1.2.); informasi agenda dan
kegiatan desa, seperti RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah
Desa) dengan kecamatan pada tahun 2020 (lampiran 3.2.2.),
kegiatan musyawarah pembentu kan tim penyusun RPJMDes
(Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa) 2023-2028
(lampiran 3.2.3.), kegiatan rapat dinas desa tahun 2023
(lampiran 3.2.4.), kegiatan musyawarah dusun pergantian
pengurus RT/RW periode 2023-2028 (lampiran 3.2.5.).
Peneliti menemukan data informasi tentang penyediaan
sarana dan prasarana layanan informasi, berupa website dan
media sosial seperti Twitter dengan status akun yang sedang
ditangguhkan (non aktif), Facebook dengan update berita
terakhir pada 28 November 2022, Instagram dengan berita
terakhir pada 30 Januari 2021 dan Youtube informasi
terakhir dinaikkan dalam kegiatan lelang tahun 2021
(lampiran 3.3.1. - 3.3.5.); informasi kaitannya dengan lelang

harta benda desa, diawali dengan rapat teknis berjalannya
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kegiatan lelang (lampiran 3.4.1.) dan pengadaan lelang
(lampiran 3.4.2.) yang direcord dan dinaikkan ke dalam akun

Youtube Desa Kumpulrejo.

Peneliti telah mewawancarai salah satu petugas PPID
yaitu Bapak Chumaidi yang bertugas dalam bidang
pendokumentasian  sekaligus menjabat sebagai Kasi
Pemerintahan Desa Kumpulrejo (Jumat, 24 Maret 2023).
“Pada informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap
saat, Pemerintah Desa Kumpulrejo khususnya tim PPID
telan menyediakan berbagai informasi baik di papan
pengumuman maupun di website desa seperti informasi
tentang profil singkat badan publik yang meliputi kedudukan
atau domisili aparatur desa dengan alamat yang lengkap
meliputi struktur organisasi desa, gambaran umum tiap
satuan kerja dan posisi jabatannya, kegiatan serta tugas dan
fungsi yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dalam
informasi  keterbukaan publik, tim PPID juga sudah
melaksanakan dalam penugasan serta laporan tentang
realisasi anggaran, seperti poster di papan pengumuman
yang menjelaskan tentang APBDesa yang terbaru dan

menjelaskan secara terperinci dengan tujuan untuk
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memudahkan masyarakat dalam menjaungkau informasi

yang ingin diketasui” ucap Bapak Chumaidi.

Akses Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam pelayanan umum yang di sediakan oleh desa seperti
halnya pembuatan KTP, akte kelahiran, akte kematian dan yang
lain-lainya pada website desa tidak di jelaskan seperti apa untuk
pengurusannya. Bapak Afif Muhammad mengatakatan “untuk
pelayanan umum sendiri seperti pembuatan KTP memang dari
kami aparatur desa belum pernah megadakannya secara online,
karena perilah tersebut bukan desa yang mengurusnya, hanya saja
membutuhkan surat pengantar dari desa, yang membutuhkan
formulir isi data diri yang mana formulir tersebut memang hanya
ada di desa, untuk mempertanggung jawabkan bahwa data diri
orang tersebut yang membuat memang benar berasal dari Desa
Kumpulrejo. Karena pada umumnya proses awal pembuatan
semisal KTP itu melalui surat pengantar dari RT dan RW setempat
telebih dahulu dan di lanjutkan ke kantor desa guna membutuhkan

tanda tangan dan stempel resmi dari kepala desa” ucap Pak Afif.

Untuk mengetahui bagaimana keterbukaan informasi publik
dapat terlayani dengan baik atau tidaknya kepada masyarakat atau
pemohon informasi, peneliti melakukan wawancara dengan salah
satu masyarakat sebagai pemohon informasi yaitu ibu Astri yang

sedang mengurus administrasi surat kematian keluarganya. Beliau
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mengucapkan “saya lagi ngurus surat kematian mertua saya mas,
dan alhamdulillah langsung dilayani, apa yang saya butuhkan dan

saya minta langsung ditanggapi dan dilayani dengan cepaz .

Begitu juga wawancara dengan Bapak Sarip Suroso yang
sedang mengambil dana bansos (bantuan sosial). Beliau
mengatakan “saya tau sih mas kalau desa ini punya website, tapi
kalau saya setiap mengurus apapun itu lebih suka langsung datang
ke kantor desa, justru menurut saya itu pelayanan yang lebih baik
secara langsung dan enggak lama-lama langsung dilayani setiapa

apa yang mau saya urus .

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa peran
pemerintah Desa Kumpulrejo dalam keterbukaan informasi publik
terhadap masyarakat atau pemohon informasi, dalam hal ini
menurut peneliti cukup dikatakan terlayani dengan baik dalam
memperoleh informasi secara langsung atau offline, namun perlu
adanya optimalisasi dalam asas keterbukaan dengan membuat
inovasi sistem pelayanan permohonan informasi secara online atau
tidak langsung. Sehingga lebih memudahkan pemohon informasi
atau masyarakat dalam memperoleh informasi dengan tidak harus
mendatangi langsung kantor desa untuk mengajukan permohonan
informasi yang dibutuhkan ketika informasi tersebut tidak

ditemukan dalam website desa.
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Selain itu, perlu adanya kesesuaian antara informasi-informasi
yang dibagikan melalui website dengan informasi yang ada di
kantor desa. Seperti salah satu contohnya yaitu tatacara atau alur
dalam mengajukan permohonan informasi sudah disediakan dalam
website dalam bentuk SOP pelayanan permohonan informasi dan
dalam bentuk spanduk online, namun peneliti tidak menemukan

adanya hal tersebut di kantor desa.

Dan begitu sebaliknya belum adanya kesesuaian dalam
informasi APBDes tahun anggaran 2023 yang ada di website
dengan yang ada di spanduk desa. APBDes tahun anggaran 2023
yang peneliti temukan telah ada di kantor Desa Kumpulrejo dalam
bentuk spanduk (lampiran 1.3.4.), namun APBDes tahun anggaran

2023 belum di upload pada website desa.



BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK DI DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

A. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di
Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

1. Konten Kebijakan (Content of Policy)
(@) Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang
mempengaruhi)

Dalam  implementasi  kebijakan  keterbukaan
informasi yang dilakukan oleh badan pulik tentunya
banyak kepentingan yang mempengaruhi, yaitu pada visi
misi Kepala Desa pada saat kepemimpinannya Bapak
Basuki saat menjabat sebagai Kepala Desa Kumpulrejo
beliau mempunyai visi misi yang ingin melaksanakan
keterbukaan informasi publik yang dapat di akses oleh
semua masyarakatnya. Namun, pada kala itu belum ada
penyelenggaraan pembentukan tim PPID Desa dan juga
masih terbilang lama prosesnya, jadi setiap masyarakat
yang membutuhkan informasi di harapkan langsung
datang ke kantor desa guna menanyakan informasi apa

yang di butuhkan dalam kepentingannya.

91



92

Seiring berjalannya waktu kepemimpinan Bapak
Basuki, lebih tepatnya pada tahun 2020 dan bersamaan
awal pembentukan tim PPID Desa Kumpulrejo menjadi
titik terang untuk mempermudah mendapatkan informasi,
karena adanya tim PPID menjadi garda terdepan untuk
pelayanan informasi yang ditingkatkan dengan melalui
media internet.

Grindle (1980:8) memberikan contoh bahwa setiap
tindakan publik yang menimbulkan perubahan-perubahan
dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi, pada
kenyataannya akan memicu perlawanan atau penentangan
dari masyarakat yang merasa kepentingannya terancam.
Indikator ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan dalam
proses pelaksanaannya pasti melibatkan banyak
kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut
mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa
kepentingan-kepentingan yang memengaruhi adalah visi
misi dari Kepala Desa sehingga membentuk tim PPID
dalam kepentingannya sebagai implementator, dan
masyarakat yang terpengaruhi karena kepentingan dari
masyarakat ialah meminta hak nya sebagai pemohon

informasi. Dan pada kenyataan nya posisi dari tim PPID
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tidak menjadi  pertentangan  bahkan  membantu
masyarakat dalam memperoleh informasi.

Dalam  hal indikator  kepentingan  yang
mempengaruhi, para pemohon informasi/ penerima
informasi atau masyarakat merupakan pihak yang paling
berpengaruh atas kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal yaitu Surat Keputusan Nomor 480/ 01
/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana terlampir (lampiran 1.1.1.).

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA KUMPULREJO

Alamat : Jl. Raden Patah Km 3.2 Kumpulrejo Kode Pos
51351
Website : Kumpulrejo.desa.id e-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO
KECAMATAN PATEBON
NOMOR : 4380 f 01 [f2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (FPID)
DI LINGEKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO
TAHUN 2020

KEFALA DESA KUMPULREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan
dolkumentasi, serta untulk merencanakan,
mengorganisasikan, dan melalktsanalkan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan
informasi yang cepat. mudah dan wajar di lingkungan
FPemerintahan Desa Kumpulrejo, perla ditetaplkan Psjabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa unapals maksud terssbut huouf a diatas petia
ditetankan denzan Keputusan Kepala RDesa :
Dengan  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut
memudahkan masyarakat/ pemohon informasi dalam

memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana
pasal 14 ayat (1) ¢ pelayanan informasi publik yang
cepat, tepat, dan sederhana perlu menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam setiap
badan publik. Dalam hal ini Desa Kumpulrejo telah
menerapkan/ mengimplementasikan indikator interest
affected (kepentingan yang mempengaruhi) dengan
adanya pembentukan tim PPID yang dituangkan dalam
SK. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat atau
penerima informasi merupakan pihak yang paling

berpengaruh terhadap isi kebijakan tersebut.

Type of Benefits (tipe manfaat)

Adanya suatu  kebijakan  tentunya  harus
membuahkan hasil dan perubahan yang di dapat, dalam
perubahan tersebut tidak hanya di rasakan oleh pembuat
kebijakan saja atau kepentingan yang mempengaruhi.
Sebelum adanya pembentukan tim PPID tentunya sangat
lambat dalam hal memperoleh informasi, yang mana hal
tersebut dirasakan oleh salah satu masyarakat yang telah
diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Astri yang jauh dari

pemukiman lingkup kantor Desa Kumpulrejo. Beliau
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mengatakan, “waktu dulu itu, waktu saya ingin melihat
data APBDes saja harus menempuh jarak yang lumayan
jauh untuk bisa melihatnya saja. Walaupun memang saat
permintaan tersebut selalu terpenuhi karena memang
masyarakat mempunyai hak dalam memperoleh
informasi. Dan pada saat ini lebih tepatnya pada saat
sudah terbentuknya tim PPID Desa, semua lebih
dipermudah. Karena bersamaan seiring berkembangnya
teknologi, tim PPID sudah bagus dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya yaitu menyediakan berbagai
informasi desa melalui jaringan internet website desa.
Dengan tersedianya informasi yang mudah diakses
melalui website desa dan tidak perlu jauh-jauh untuk

datang kesana lagi ” ungkap Ibu Astri.

Dalam mengimplementasikan indikator ragam
manfaat, Desa Kumpulrejo telah menerapkan indikator
tersebut dengan adanya berbagai manfaat setelah
kebijakan pembentukan tim PPID tersebut dilaksanakan.
Dengan dibentuknya tim PPID, memudahkan masyarakat
memperoleh informasi dan terjaminnya hak masyarakat
untuk memperoleh informasi. Sebagaimana hak pemohon
informasi telah disebutkan dalam pasal 4 Undang-
Undangn Nomor 14 tahun 2008:
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“Hak Pemohon Informasi Publik : (1) Setiap
Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap
Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi
Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang
terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi
Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik
melalui permohonan sesuai dengan Undang-
Undang ini; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi
Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik
berhak mengajukan permintaan Informasi Publik
disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap
Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan
gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh
Informasi  Publik mendapat hambatan atau
kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini”.

Dalam mengajukan permintaan informasi, Desa
Kumpulrejo telah menginformasikan melalui website
desa tentang tatacara melakukan permohonan infromasi.
Sebagaimana tatacara tersebut telah tertuang dalam SOP
Permohonan Layanan Informasi yang dapat diakses dan
diunduh dengan mudah. Tatacara tersebut digambarkan
dalam SOP di bawah ini (lampiran 1.2.1)).



97

PELAKSANA MUTU BAKU
PPID Komponen
NO. AKTIVITAS Pemohon | Bagian |Utama dan Ket.
PPID Perangkat | Kelengkapan | Waktu Output
Informasi |Registrasi
Pembantu | Daerah
1 |Pemohon Informasi 1) Formulir Pada hari |Formulir
dapat menyampaikan ' l Permohona dan jam
permohonan informasi n Informasi kerja Pgrmohona_l
yang dibutuhkan baik yang untuk | Informasi
secara langsung dan tersedia di pemohon yang telah
tidak langsung meja informasi |4
pelayanan lengkap dan
PPID atau secara |dilampiri
yang langsung [fotocopy/
ditampilkan ~ dan setiap |scan
di website, ~saat untuk |identitas
pemohon |diri (NIK)
2 informasi
Fotocopy secara
atau scan tidak
identitas |angsung
diri (NIK)

97




98

NO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket.
dari
pemohon
informasi
2 |Melakukan registrasi l_l Semua data DIP yang
berkas permohonan data telah
informasi publik. Jika pemohon _ltersusun
dokumen/informasi yang informasi Pada hari dalam
diminta telah termasuk - dan jam
dalam DIP dan dimiliki g;slgrr;pggntuk kerja Eg?j‘ég
oleh meja informasi atau hard q untuk d Py
sudah terdapat di website ardcopy aan | semohon |21
géﬁgﬁgr? ﬁ%??r?as' ata secara
i i atau
; - langsun
bisa langsung diunduh q gsung
. . an setiap
oleh pemohon informasi.
Jika saat untuk
informasi/dokumentasi pemohon
yang diminta belum informasi
termasuk dalam DIP, secara
maka berkas permohonan tidak
disampaikan kepada langsung
PPID atau 4
PPID Pembantu
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NO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket.

3 |PPID meminta kepada DIP yang telah DIP
komponen atau ditetapkan
Perangkat Daerah untuk Oleh 10
memberikan informasi komponen atau| (sepuluh)
atau dokumen yang «— Perangkat hari kerja
sudah termasuk dalam D D Daera% sejakJ
DIP kepada PPID untuk permohon
diberikan kepada an
pemohon informasi. informasi
Komponen atau diterima
Perangkat Daerah Oleh
memberikan informasi
atau dokumen yang PPID
dimaksud kepada PPID
atau PPID Pembantu

4 |Memberikan Informasi Perpanjan |Informasi
informasi atau atau gan publik yang
dokumen yang Dokumen permohon (diminta
diminta oleh yang diminta an oleh
pemohon informasi oleh informasi |Pemohon
yang telah pemohon adalah 7 |informasi
menandatangani informasi (tujuh)
tanda bukti hari kerja
penerimaan informasi




100

NO.

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Ket.

atau dokumen
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Selain itu, formulir permohonan informasi juga
disediakan baik dalam bentuk softcopy yang dapat
diunduh di website Desa Kumpulrejo dan juga dalam
bentuk hardcopy yang sudah dicetak oleh pemerintah
Desa Kumpulrejo dan pemohon informasi dapat meminta
formulir tersebut secara langsung oleh petugas PPID

(lampiran 1.2.2.).

Dengan adanya tatacara tersebut menjadikan
masyarakat/ pemohon informasi mengetahui bagaimana
cara memperoleh informasi, dan terdapat formulir yang
telah tersedia baik dalam bentuk softcopy ataupun
hardcopy yang dapat memberikan kemudahan kepada
masyarakat/ pemohon infromasi dalam mengaksesnya.
Pada formulir tersebut tertera pasal tentang hak-hak
pemohon informasi yang berdasarkan pada ketentuan
undang-undang KIP, sehingga masyarakat dapat
mengetahui sejauh mana haknya dalam memperoleh
informasi. Selain itu SOP dan formulir tersebut dapat
dilihat, dan diunduh serta dapat diketahui oleh banyak
orang. Dari kemudahan-kemudahan tersebut memiliki
dampak yang besar terhadap masyarakat sehingga
memberikan beragam manfaat kepada masyarakat/

pemohon informasi dalam layanan informasi. Dan dapat
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disimpulkan bahwa dalam kebijakan PPID telah

memenuhi indikator ragam manfaat yang mana dampak
manfaat tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu
mudahnya memperoleh informasi yang dibutuhkan,
seperti yang telah dirasakan oleh salah satu masyarakat

atau pemohon informasi dalam hasil wawancara.

Extent of Change Envision (derajat perubahan yang

ingin dicapai)

Menurut  Grindle (1980:9), hal lain yang
mempengaruhi  kesuksesan implementasi  kebijakan
adalah sejauh  mana perubahan-perubahan yang
diharapkan dari sebuah kebijakan. Grindle juga
menekankan bahwa program yang memiliki tujuan
jangka  panjang  mungkin  lebih  sulit  untuk
diimplementasikan daripada program yang secara nyata
memberikan manfaat langsung kepada penerimanya.
Seperti yang ia katakan, “...programs that are designed
to achieve long-range objectives may be more difficult to
implement than those whose advantages are immediately

’

apparent to the beneficiaries.’

Adanya kebijakan terbentuknya PPID Desa

Kumpulrejo, membawa perubahan-perubahan positif.
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Sebelum dibentuk PPID, yang masyarakat ketahui ketika

ingin memperoleh informasi hanya pada perangkat desa

yang tupoksinya yaitu melayani masyarakat. Belum pada

secara khusus dibentuknya PPID menjadikan masyarakat

mengetahui kepada siapa ia dapat memperoleh informasi,

yang mana dalam SK PPID telah dituangkan tugas tim

PPID, diantaranya:

a.

Melakukan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi;

Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan
dan memberikan pelayanan informasi kepada
publik;

Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang

dikecualikan;

Melakukan pemutakhiran data informasi dan

Dokumentasi; dan

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat.

Tentunya jika sebelum dibentuknya PPID dalam

memperoleh informasi, masyarakat tidak mengetahui

berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan
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informasi yang diinginkan, sedangkan saat ini setelah
dibentuknya PPID masyarakat dapat mengetahui batas
waktu yang dibutuhkan saat memperoleh informasi
sebagaimana yang telah dituangkan dalam halaman
lanjutan formulir permohonan informasi. Selain itu
masyarakat juga dapat mengetahui informasi-informasi
semacam apa yang dapat diketahui ataupun informasi
yang dikecualikan. Seperti dalam websitenya pada
template PPID, petugas PPID telah memberitahukan
bahwa ada informasi yang bersifat wajib diumumkan dan
disediakan secara berkala, informasi yang wajib
disediakan secara serta merta, dan informasi yang wajib
disediakan saat ini. Dengan adanya penjelasan klasifikasi
informasi tersebut, masyarakat atau pemohon informasi
dapat mengetahui informasi-informasi apa yang dapat

diperoleh.

Salah satu informasi yang merupakan hal penting
bagi pemerintah dan masyarakat untuk diketahui yaitu
laporan keuangan desa. Seperti yang peneliti temukan
adanya info laporan dalam bentuk spanduk tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang
disingkat dengan APBDes, pemerintah desa Kumpulrejo

telah menginformasikan salah satu informasi yang wajib
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disediakan secara berkala yaitu laporan keuangan desa
yang dituangkan dalam APBDes Kumpulrejo tahun
anggaran 2023.

LI

Gambar Info APBDesa Kumpulrejo Tahun Anggaran 2023
Sumber Gambar diambil dari Kantor Desa



DATA SISKEUDES TH 2022 -

Gambar Data Siskeudes tahun 2022
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/

DATA SISKEUDES TH 2023 -

Gambar Data Siskeudes tahun 2023
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/

Yang mana tujuan dibuatnya informasi APBDes

agar masyarakat desa kumpulrejo mengetahui keuangan


http://kumpulrejo.desa.id/
http://kumpulrejo.desa.id/
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pendapatan desa dan bentuk penggunaannya dalam
pembangunan desa. Berdasarkan data yang peneliti
temukan, laporan keuangan diinformasikan kepada
masyarakat melalui website desa pada setiap tahunnya.
Pada template siskeudes (sistem keuangan desa)
kumpulrejo, telah dibagikan laporan keuangan dimulai
pada tahun anggaran 2020, 2021, dan tahun 2022
(lampiran 1.3.1. — 1.3.4.). Namun, pada website tersebut
belum diperbaharui laporan keuangan pada anggaran
tahun 2023.

Dari  peneliti, indikator perubahan yang dicapai
terhadap salah satu jenis informasi yang wajib
diumumkan secara berkala yaitu dari bentuk perubahan
adanya data laporan yang dibagikan pada setiap tahunnya
dalam website, lebih memudahkan masyarakat dalam
mencari informasi laporan keuangan desa dari yang
sebelumnya hanya diinformasikan dalam bentuk spanduk
yang terpasang di kantor desa tanpa harus mendatangi
kantor desa tersebut. Selain itu informasi yang bersifat
berkala yang diinformasikan melalui website tersebut
memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui kembali
informasi laporan keuangan desa pada tahun anggaran

sebelumnya. Bentuk perubahan tersebut dapat dikatakan
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tercapai dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan
PPID.

Site of Desicion Making (letak pengambilan keputusan)

Tempat juga memegang peranan penting dalam
menentukan isi kebijakan. Dimana letak pengambilan
keputusan suatu kebijakan akan mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dalam
mencapai tujuannya. Berkaitan dengan letak pengambilan
keputusan, Grindle (1980:10) menekankan “As the site of
implementation  becomes more dispersed, both
geographically and organizationally, the task of
executing a particular program becomes more difficult,
given the increase in decisional wunits involved”.
Penekanan tersebut bermakna bahwa implementasi suatu
program akan menjadi lebih sulit jika letak implementasi
program atau kebijakan itu berada jauh dan tersebar, baik

secara georgafis maupun secara organisasi.

dalam pelaksanaan kebijakan adanya pembentukan
PPID di Desa Kumpulrejo, salah satunya dengan adanya
indikator tempat pembuatan keputusan. Dalam hal
kebijakan pembentukan PPID yang dikeluarkan oleh

pemerintah Desa Kumpulrejo dalam surat keputusan
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tersebut letak pembuat keputusan ada pada kepala desa
yang menandatangani kebijakan surat keputusan yang
dibuat, sekaligus menjadikan sah dan berlakunya

kebijakan tersebut.

Lampiran: Keputusan Kepala
Desa Kumpulrejo

Nomor :480 / 01 /2020
Tanggal :02 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM PPID
1 | BASUKI Kepala Desa Atasan PPID Desa
2 AFIF Sekretaris Desa PPID Desa
MUHAMMAD
3 SUGIYANTO Kaur Tata usaha Sekretaris
dan Umum
4 | NASRULLAH Kadus 2 Bagian Pelayanan
Informasi
5 | CHUMAIDI Kasi Bagian
Pemerintahan Dokumentasi

Dari data yang peneliti dapatkan yang juga
diimbangi dengan hasil wawancara dengan Bapak
Nasrullah selaku bagian pelayanan informasi dalam

kedudukan PPID Desa Kumpulrejo, beliau mengatakan
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bahwa pembentukan tim PPID masih menggunakan
struktur yang lama, dan yang membedakan hanya pada
atasan PPID yang terbaru yaitu Bapak Faeson juga selaku
Kepala Desa Kumpulrejo. Dan untuk pembaharuan SK
belum dilakukan, namun pelaksanaannya masih

mengikuti aturan SK yang lama.

Dalam pelaksanaan implementasi pada indikator
letak pengambilan keputusan, Desa Kumpulrejo sudah
melaksanakan sebagaimana SK PPID yang disahkan dan
ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai letak
pengambilan keputusan. Walaupun pelaksanaan saat ini
sudah digantikan dengan kepala desa yang terbaru,
namun belum ada SK PPID terbaru yang seharusnya
disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Faeson selaku
kepala desa saat ini yang juga sebagai letak pengambilan
keputusan  sebagaimana  berdasarkan  pernyataan
wawancara dengan Bapak Nasrullah. Hal ini juga
dibuktikan dengan struktur organisasi desa saat ini yang
peneliti temukan baik di website desa (lampiran 3.1.2.)

ataupun di kantor desa dalam bentuk spanduk.
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Gambar Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal
Sumber Pengambilan gambar dari kantor Desa Kumpulrejo

(e) Program Implementator (pelaksana program)

Penentuan siapa yang ditunjuk dan diberikan
tanggung jawab untuk melaksanakan program, dalam hal
ini disebut sebagai implementor turut menyumbang
kesuksesan implementasi kebijakan. Grindle (1980:10)
menyatakan bahwa “Decisions made during policy
formulation may also indicate who is to be charged with
executing various programs, and such decisions can
affect how the policy is pursued.”. Keputusan yang
menentukan siapa yang berwenang dan
bertanggungjawab untuk melaksanakan berbagai program

yang telah dirumuskan selama tahap formulasi kebijakan,
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akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut

diimplementasikan.

Pada indikator ini menjelaskan tentang (Program
Implementator) yang dimaksud adalah para pelaksananya
atau siapa yang akan melaksanakan dalam program
keterbukaan informasi publik tentu saja hal ini sudah ada
dalam Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun
2008 tentang keterbukaan informasi publik yaitu pada

ketentuan umum pasal 1 ayat 4 dan 5:

“Pejabat publik adalah orang yang di berikan amanat
dan ditunjuk untuk menjalankan tugas serta
menjabat posisi tertentu pada Badan Publik”

“tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) adalah yang bertanggung jawab pada
bidang pelayan informasi, pendokumentasian,
menyimpan serta menyediakan informasi publik”

Dalam  kebijakan  pembentukan PPID juga
dituangkan para pelaksananya. Penunjukan tersebut
dilakukan melalui rapat kerja dengan aparatur desa yang
memiliki kemampuan untuk mengelola PPID demi
mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dalam Surat

Keputusan yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh
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Kepala Desa Kumpulrejo disebut pula susunan anggota
PPID sebagaimana terlampir dalam SK PPID (lampiran
1.1.1).

Adapun susunan anggota tim PPID Desa

Kumpulrejo sebagai berikut:

1. Bapak Faeson selaku kepala Desa Kumpulrejo
sekaligus kedudukannya dalam PPID yaitu sebagai
atasan PPID Desa.

2. Bapak Afif Muhammad, S.H kedudukannya dalam
PPID sebagai ketua PPID Desa.

3. Bapak Sugiyanto kedudukannya dalam PPID yaitu
sebagai Sekretaris PPID Desa.

4. Bapak Nasrullah kedudukannya dalam PPID yaitu
menjabat bagian pelayanan informasi.

5. Bapak Chumaidi, S.H yang menempati bagian

dokumentasi.

Sekretaris Desa

Mama AFIF MUHAMMAD S H
Tempat Tanggal Lahir Pesuruan, 26-10-1930
endidikan terakhir 51
TMT masa jabatan 03/ 2018
elatihan yang pernah ditkuti : 1. Bimtek

Jeniz kelamin Laki-lzki



Kaur Tata Usaha dan Umum

Nams

Tempat Tangaal Lahir
Pendidikan teraknir
TMT masa jzbatan

Pelatihan yang pernah ditkut:

Jenis kelamin

Kepala Dusun Marong
Nama

Tempat Tanggal Lahir
Pendidikan terskhir
TMT masa jabatan

Pelztihan yang pernan ditkut

Jenis kelamin

Kasie Pemerintahan
Nama

Tempat Tanggal Lahir
Pandidikan terzskhir
TMT masz jabatan

Pslatihan yang pernah ditkut

Jenis kelamin

SUGIYANTO
Kendal, 26-12-1961
SLTA

7/02/1991
1. Bimtek
Laki-zki

NASRULLAK
Kendal, 28-12-1977
SLTA
03/01/2018

- 1. Bimtek
Laki-lzki

CHUMAEDI, SH

Kendal 03-02-1972
~SLTA

02/04/1903

1 Bimisk

Laki-lzki

Gambar Susunan Organisasi Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/

Kelima

anggota PPID tersebut
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mempunyai

wewenang dan bertanggung jawab atas tugas yang telah


http://kumpulrejo.desa.id/
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diberikan. Tugas dan kewajiban tersebut dituangkan

dalam Surat Keputusan PPID, diantaranya :

a.

Melakukan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi

Menyimpan, mendokumentasikan, meyediakan dan
memberikan pelayanan informasi kepada publik
Melakukan verifikasi bahan informasi publik
Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang
dikecualikan.

Melakukan pemutakhiran data informasi dan
Dokumentasi dan

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan PPID telah memenuhi indikator Program

Implementator (para pelaksana program) yaitu anggota

PPID sebagai pelaksana program yang ditunjuk untuk

mewujudkan program implementasi dalam keterbukaan

informasi  publik, dengan memberikan pelayanan

informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi.
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(f) Resources Commited (sumber-sumber daya yang

digunakan)

Bentuk dan jenis sumber daya yang dikerahkan
untuk mencapai tujuan kebijakan juga berdampak pada
aktivitas implementasi. Sumber daya di klasifikasikan ke
dalam beberapa kelompok, seperti pegawai (staff),
informasi  (information), wewenang (authority), dan
fasilitas (facilities); serta pentingnya sumber daya
keuangan  (financial  resources) dalam  proses
implementasi kebijakan.

Pada penelitian ini, peneliti sudah mewawancarai
salah satu tim PPID yaitu Bapak Nasrullah sebagai
pejabat pelayanan informasi. Menurut Bapak Nasrullah
dalam segi aspek sumberdaya pada tim PPID sudah
memahami tugas dan kewajiban dalam memahami
layanan informasi dan memiliki kemampuan dalam
mengelola keterbukaan informasi publik. Selain itu
informasi yang disampaikan merupakan informasi yang
benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
terbentuknya PPID melalui Surat Keputusan tersebut,
anggota PPID mempunyai kewenangan atas pelayanan
informasi publik yang dibutuhkan pemohon informasi.

Selain sumber daya dari anggota PPID,

berjalannya kebijakan PPID didukung dengan sarana dan
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prasana yang memadai. Demi mendukung berjalannya
kebijakan PPID yang optimal, pemerintah Desa
Kumpulrejo juga menyediakan informasi melalui website
desa. Dengan adanya website tersebut pemerintah desa
berharap agar masyarakat atau pemohon informasi dapat
memperoleh informasi tanpa harus mendatangi langsung

ke kantor desa.

Profil

Gambar Website Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/

Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi
apabila masyarakat ingin memperoleh informasi secara
langsung dengan disediakannya meja pelayanan
informasi (lampiran 3.3.7.) dan formulir permohonan atas
informasi dalam bentuk yang sudah di cetak. Peneliti juga

menemukan adanya mading/ papan pengumuman


http://kumpulrejo.desa.id/
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(lampiran 3.3.6.) sebagai salah satu sarana yang
disediakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Nasrullah, beliau juga menambahkan bahwa tidak adanya
laporan PPID yang dilaporkan kepada kepala desa
dikarenakan para anggota PPID Desa yang juga
merupakan merangkap jabatannya dalam struktur
organisasi desa. Sehingga banyaknya tugas dan
kewajiban yang harus dikerjakan. Selain itu,
kemungkinan yang disampaikan juga dikarenakan sampai
saat ini tidak adanya perubahan dalam kebijakan PPID
seperti honor atau upah tersendiri dalam menjalankan
kewajibannya sebagai tim PPID. Sehingga kinerja tim
PPID hingga sampai titik pembuatan laporan PPID belum
terlaksana.

Yang dimaksud sumber daya yang disepakati
diklasifikasikan dalam beberapa kelompok seperti
pegawai, dalam konteks ini pegawai yang dimaksud
sudah ada yaitu tim PPID. Kemudian informasi yang
sudah disediakan dalam bentuk spanduk ataupun file
yang dilampirkan dalam media di website desa.
Selanjutnya ada kewenangan yang mana hal ini sudah di
sosialisasikan oleh atasan PPID dengan memberikan

pemahaman sejauh mana batasan tim PPID dalam
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melayani masyarakat terkait informasi apa saja yang
boleh di akses (bersifat publik) dan yang tidak boleh di
akses (bersifat tertutup) dan memberikan tata cara serta
langkah-langkah untuk meminta informasi. Disamping
itu fasilitas juga termasuk dalam proses sumber daya
yang disepakati karena fasilitas merupakan jembatan
penghubung dalam mengakses informasi dan hal itu
sudah disediakan olen Desa Kumpulrejo berupa papan
pengumuman, meja pelayanan informasi, serta media
elektronik yaitu website desa yang selalu termuat
berbagai informasi. Dan yang terakhir adalah pentingnya
sumber daya keuangan dimana hal tersebut menjadi
pendorong untuk menambah kinerja dan loyalitas sistem
kerja secara maksimal, yang merupakan menjadi saran
dari peneliti karena yang sudah dijelaskan di atas perihal
belum  adanya  perubahan  kebijakan  dengan
mengupayakan adanya honor atau upah untuk PPID agar
kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan dapat
dikerjakan dengan optimal sampai pada pembuatan
laporan PPID. Sumber daya keuangan menjadi hambatan
dalam memaksimalkan kinerja tim PPID di Desa
Kumpulrejo hal ini menjadi masukan tersendiri dengan
tidak adanya dorongan keuangan bisa menyebabkan

kelemahan dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu
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salah satu saran dari peneliti agar kedepannya bisa lebih
diperhatikan kembali perihal sumber daya keuangan demi
kemajuan desa agar lebih memaksimalkan dalam
mengimplementasikan keterbukaan informasi. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa indikator pada sumber daya
yang disepakati telah memenuhi sebagian yaitu dengan
adanya pegawai, informasi, wewenang, dan fasilitas,
namun hanya kurang perihal keuangan yang menjadi
sumberdaya pendukung demi terciptanya Kinerja yang

maksimal.

2. Konteks Kebijakan (Context of Policy)

(@) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved
(kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari
aktor yang terlibat)

Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah
mengenai implementor yang terlibat. Dalam proses
implementasi, banyak aktor yang berupaya untuk
mempengaruhi para pihak dalam proses pengambilan
keputusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan
(power) implementor, baik pada tingkat atasan maupun
bawahan, nasional, regional, maupun lokal dalam hal ini
memegang peranan yang cukup signifikan. Masing-

masing implementor memiliki kepentingannya masing-
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masing terhadap program yang dijalankan. Tidak
menutup kemungkinan bahwa tujuan pribadi para aktor
tersebut memicu konflik. Grindle (1980:12) menekankan
bahwa “The goals of the actors will be in direct conflict
with each other and the outcome of this conflict and
consequently, of who gets what, will be determined by the
strategies, resources, and power positions of each of the
actors involved”. Pada tahap ini, hasil luaran yang
berasal dari konflik kepentingan para pihak tersebut akan
ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan besarnya
pengaruh kekuasaan dari setiap aktor yang terlibat.
Implementasi program mungkin dapat menilai kapabilitas
kekuasaan (power of capabilities) para aktor, kepentingan
mereka, termasuk strategi yang mereka gunakan untuk
memperoleh apa yang mereka inginkan, dan rezim yang
berkuasa (Grindle, 1980:12).

Menurut peneliti, pada indikator ini yang disebut
sebagai kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor
yang terlibat yaitu meliputi: kepala desa dan masyarakat
serta komisi informasi apabila ada sengketa informasi.

Kepala desa yang merupakan pejabat pemerintah
desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban
untuk menyelenggarakan rumah tangga desa. Kepala desa

mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah desa
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yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
juga melaksanakan prinsip transparan. Pada lingkup
konteks kebijakan, kepala desa merupakan aktor pada
indikator kekuasaan, yang mempunyai wewenang dalam
melaksanakan salah satu prinsip tata pemerintahan desa
yang transparan. Yaitu adanya kebijakan PPID, kepala
desa merupakan pejabat pemerintah yang berkuasa
terhadap PPID dan mengatur jalannya PPID sebagai
bentuk pelaksanaan prinsip pemerintahan yang transparan
dalam hal keterbukaan informasi publik. Kepala Desa
Kumpulrejo yang juga merangkap sebagai atasan PPID
merupakan proses terakhir yang memerintahkan kepada
petugas PPID untuk memenuhi permintaan informasi.

Apabila ada keberatan dengan informasi yang
diberikan atau tidak ditanggapinya suatu permintaan
informasi, atasan PPID yang menjabat sebagai kepala
desa mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk
memberikan perintah kepada PPID untuk memenubhi
permintaan informasi melalui surat perintah, dan juga
memiliki kewenangan untuk menolak melalui surat
penolakan. Dalam pengajuan tersebut merupakan
pernyataan keberatan atas permohonan informasi. Berikut

bentuk surat pernyataan keberatan atas permohonan
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informasi yang sudah disediakan oleh PPID Desa

Kumpulrejo.

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
A INFORMAS! PENGAJU KEBERATAN

Nomor Regristasi (o
Nomor Pordafiaran Permohonan

Informans
Tuguan Penggunaan
dectitas Pemohon
Nama
Aswmat

Prohoren

Nomor TelepondiF
Identitas Kusss Pemobon *

Nawrtin

Alarnat

Nomor Teleportie

|

C. KASUS POSIS! (tambiahban kortas bils pertu)

p—

0. MARVTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERNCAN : laopow. [uten] et
e olah patugas]™**

Domiian "y 1 atan S tangpapary Iy saya ucaphkan ey maskasih
Koredal, 2.
Mungetihes
Petugas inforrmast Pengap Keberstan
(Pernerina Keberatan)
¢ ) ( )
Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tands Tangan
Haneanigen
Nomor iwgaser e Dushis (WGTAMS v 200 Ml

(e filas busss penchon dhel gha eds Las pemchorrrm dan metargarkan S Kaass
Gesuy dengan Pasal 3% UL KIP . deelin chish gaangems tetrr slir: sesu dergn slasan hetwerwtar yang dupdan
Dl sesum dengan hstonfuan pngka walkiu datem UL 0P

bt

Keberadaan ~ masyarakat merupakan  sebagai

kelompok yang berkepentingan dalam suatu lingkungan
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kebijakan. Masyarakat dalam konteks kebijakan
pembentukan PPID disini merupakan pemohon atau
penerima informasi yang memiliki kepentingan untuk
mendapatkan informasi melalui layanan informasi yang
disediakan oleh pemerintah desa.

PPID Desa Kumpulrejo memfasilitasi layanan
pengajuan sengketa informasi publik apabila ajuan
keberatan atas permohonan informasi ditolak melalui
surat penolakan yang dikeluarkan oleh atasan PPID.
Pengajuan sengketa informasi publik tersebut dilanjutkan
pengajuannya kepada komisi informasi apabila tanggapan
atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan
pemohon informasi. Menurut peneliti komisi informasi
merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam
konteks kebijakan PPID karena komisi informasi sebagai
badan publik yang merupakan bentuk upaya penyelesaian
sengketa informasi  publik pada proses akhir.
Sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.5. yang
merupakan alur atau SOP layanan sengketa informasi.

Menurut peneliti yang dimaksud dengan strategi
yaitu adanya grup WhatsApp yang beranggotakan Ketua
RT/RW Desa Kumpulrejo dengan perangkat desa
perwakilan. Sebagaimana ungkapan wawancara dengan

Bapak Nasrullah, “kami juga ada grup WA buat
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ngeshare informasi. Anggotanya ya perwakilan RT/RW”.
Dengan adanya media grup WhatsApp tersebut
memudahkan perangkat desa dalam memberikan
informasi yang ingin disampaikan, juga masyarakat
mudah menerima informasi tanpa harus mendatangi
langsung ke kantor desa. Adanya grup WhatsAPP ini
juga untuk memberitahukan apabila ada undangan rapat
desa dan tentu tujuan utamanya yaitu memperkuat
komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan
perwakilan warga-warganya. Kaitannya dengan dengan
kekuasaan, kepentingan dan strategi merupakan ketiga
aspek yang harus ada dalam menerapkan suatu kebijakan.
Oleh karena itu, dalam variabel konteks kebijakan,
seluruh aspek vyang berkaitan dengan kekuasaan,
kepentingan dan strategi yang mempengaruhi proses
implementasi tidak akan bisa dilepaskan dari peran serta
para aktor yang terlibat seperti di atas.

Dalri data di atas, menurut analisa peneliti pada
indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi terhadap
kebijakan PPID Desa Kumpulrejo telah ada ketiga aspek
indikator konteks kebijakan tersebut. Yaitu kepala desa
sebagai aktor kekuasaan, masyarakat atau pemohon
informasi dan komisi informasi sebagai aktor yang

mempunyai kepentingan, dan strategi adanya grup
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WhatsApp yang memudahkan dalam menyampaikan
informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa
Kumpulrejo telah memenuhi indikator kekuasaan,
kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sebagai
konteks kebijakan.
Institution and Regime Characteristic (karakteristik
lembaga dan rezim yang berkuasa)

Selain implementasi program mengenai kekuatan
jabatan, kepentingan dan strategi para aktor, karakteristik
lembaga dan rezim dimana mereka berinteraksi juga
menentukan nasib implementasi kebijakan.
Bagaimanapun, rezim yang berkuasa akan memiliki
kekuasaan yang besar dalam menentukan implementasi
suatu  program yang masuk dalam  agenda
pemerintahannya. Sehingga, dalam keadaan seperti ini
rezim yang berkuasa akan menentukan hasil luaran
implementasi kebijakan (Grindle, 1980:12).

Dalam pemilihan anggota PPID pada pimpinan Desa
Kumpulrejo saat ini, ditunjuk langsung oleh kepala desa
melalui rapat pembentukan PPID. Susunan anggota
tersebut sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan
PPID terlampir (lampiran 1.1.1.) yang juga merupakan
perangkat desa dalam stuktur organisasi desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak
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Chumaidi bahwa penunjukan tersebut dipilih langsung
oleh Kepala Desa Kumpulrejo yang sebelumnya
disosialisasikan terlebih dahulu apa itu PPID dan
bagaimana prosedur kerjanya. Setelah itu kepala desa
menunjuk langsung dari struktur organisasi desa
sekaligus menjabat sebagai anggota tim PPID. Dalam
penunjukan ini kepala desa menilai bahwa anggota PPID
yang ditunjuk dinilai memiliki kompetensi dan mampu
dalam mengelola layanan informasi.

Menurut peneliti, pemilihan anggota tim PPID
dilakukan secara demokratis, yang mana kepala desa
mensosialisasikan terlebih dahulu kaitan dengan prosedur
kerja PPID, dan dalam pemilihan tersebut para anggota
tim PPID vyang ditunjuk tidak keberatan dengan
penunjukan tersebut begitu pula dengan aparatur desa
yang lainnya tidak ada yang merasa keberatan dengan
ditunjuknya anggota tim PPID. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa indikator Kkarakteristik institusi dan
rezim sudah memenuhi dengan ditunjuknya anggota tim
PPID secara demokratis.

Complialnce alnd Responsiveness (tingkalt kepaltuhaln
daln aldalnyal respon dari pelaksana)

Menurut Grindle, dalam rangka mencapai tujuan

suatu kebijakan, pejabat publik menghadapi dua masalah
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yang berkaitan dengan interaksi mereka terhadap
lingkungan dan tahapan administrasi, yaitu: tingkat
kepatuhan (compliance) dan tingkat ketanggapan
(responsiveness). Mengenai permasalahan yang pertama,
para aktor harus bisa menyikapi permasalahan mengenai
bagaimana memperoleh kepatuhan (compliance). Seperti
yang dikatakan Grindle (1980:12), *“..officials must
address the problem of how to achieve compliance with
the ends enunciated in the policy”. Terdapat beberapa
cara yang dianjurkan Grindle terhadap para aktor untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya para
aktor dapat melakukan cara-cara seperti meminta
dukungan dari para elit politik, badan-badan pelaksana,
para birokrat terkait program yang akan dilaksanakan,
maupun dukungan masyarakat yang akan merasakan
dampaknya (Grindle, 1980:12).

Adanya kebijakan PPID merupakan suatu bentuk
program dalam mewujudkan keterbukaan informasi
publik. Tentu hal tersebut didukung dengan peraturan-
peraturan pemerintah yang telah ditetapkan berkaitan dan
sebagai dasar ketentuan keterbukaan informasi publik.
Seperti, adanya maklumat tentang pelayanan informasi
publik merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap

PPID. Selain itu kebijakan adanya PPID justru
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memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat
dan penerima informasi. Manfaat yang dirasakan
masyarakat terhadap kebijakan PPID, yaitu mudah
memperoleh informasi. Seperti tanggapan dari salah satu
masyarakat “adanya petugas informasi memudahkan
saya sebagai warga sini untuk ngurus-ngurus

administrasi ” ucap Ibu Astri.

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PUAABAT PRNGRLOLA INPORHAS DAN BONUHENTABI
PROVIMG JAWA THNSAN
" ( IO B
Wiaioik Vi YTy
Wil o WV 3 O

Gambar Susunan Organisasi Desa Kumpulrejo
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/

Selain  kepatuhan  (compliance), sisi  lain
permasalahan dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu
kebijakan yaitu ketanggapan (responsiveness). Semua
tingkatan birokrasi pada setiap institusi negara idealnya
harus cepat tanggap dalam menjalankan tugasnya guna
memberikan pelayanan publik yang optimal dan

memenuhi  kebutuhan masyarakat secara maksimal.


http://kumpulrejo.desa.id/
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Tanpa disertai dengan ketanggapan, sulit rasanya untuk
mengatakan bahwa suatu implementasi kebijakan akan
berhasil dilaksanakan dan tujuan-tujuannya akan tercapai.
Artinya, tanpa adanya sikap cepat-tanggap pejabat publik
akan kehilangan kesempatannya untuk mencapai
kesuksesan implementasi program yang direncanakan.
Tentu, hal ini akan berdampak secara langsung kepada
proses pencapaian tujuan. Grindle (1980:13) menyatakan
bahwa:

“The problem for public administrators is to ensure
an adequate amount of responsiveness to provide
flexibility, support, and feedback, while at the same
time maintaining enough control over the distribution
of resources to achieve the stated goals. ”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan
salah satu masyarakat atau penerima informasi bahwa
untuk ketanggapan petugas PPID terhadap pelayanan
informasi di Desa Kumpulrejo cukup optimal dalam
memberikan dan menyediakan pelayanan informasi. Hal
tersebut berdasarkan sebagaimana jawaban pemohon
informasi saat diwawancarai perihal pelayanan informasi
Desa Kumpulrejo “...yah pelayanan di desa ini cepet dan
langsung ditanggapi setiap mengurus administras:i”

pungkas lbu Astri.
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Cara menyediakan dan memberikan pelayanan yaitu
melalui sarana dan prasarana yang disediakan. Pelayanan
secara tidak langsung menuntut masyarakat atau
pemohon informasi untuk melek teknologi. Untuk
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, informasi yang disediakan secara serta merta,
dan informasi yang wajib disediakan saat ini berdasarkan
hasil pengamatan peneliti sudah disediakan dalam
website dan wadah media sosial. Namun sayangnya ada
beberapa informasi yang belum diperbaharui seperti
profil kepala desa masih pada jabatan kepala desa yang
lama sebagaimana dalam lampiran 3.1.2. Kemudian juga
belum dibuatnya SK PPID terbaru yang masih
menggunakan SK PPID dibawah naungan masa jabatan
kepala desa yang lama., namun di kantor desa itu sendiri
sudah diperbaharui kaitannya dengan kepala desa.
Sedangkan untuk pelayanan secara langsung dapat
dilakukan dengan mendatangi kantor desa untuk
mengajukan permohonan informasi kepada petugas
layanan informasi.
Dapat disimpulkan bahwa indikator kepatuhan dan
ketanggapan pada konteks kebijakan telah terpenuhi.
Dengan adanya tidak adanya bentuk penolakan dari

masyarakat dan diterima dengan baik yang memberikan
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dampak manfaat yang positif yaitu mudahnya
memperoleh informasi, sehingga dapat dikatakan cukup
terpenuhi pada indikator kepatuhan. Selain itu kebijakan
PPID juga didukung oleh segenap peraturan pemerintah
dan pemerintah daerah. Seperti adanya maklumat
pelayanan informasi pemerintah daerah menjadikan
pemerintahan dibawahnya juga mengikuti kebijakan yang
telah dibuat. Terpenuhinya indikator ketanggapan juga
dirasakan oleh masyarakat atau pemohon informasi
seperti yang dirasakan oleh salah satu pemohon informasi
yaitu Ibu Astri, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh
petugas sangatlah optimal dengan cepat tanggapnya

dalam melayani pemohon.

B. Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik Dengan Teori Merilee S. Grindle

Grindle dalam bukunya meninjau bahwa proses implementasi
kebijakan secara umum adalah sebagai proses yang bertujuan
untuk mendirikan sebuah jaringan yang memungkinkan tujuan-
tujuan dari kebijakan publik terlaksana sebagai suatu hasil luaran
dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan
publik  diterjemahkan ke dalam program-program yang

dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang
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dinyatakan dalam kebijakan (Grindle, 1980 : 6). Selain itu, Grindle
berpendapat bahwa :
“... the study of the process of policy implementation almost
necessarily involves investigation and analysis of concrete

action programs that have been designed as a means of
achieving broader policy goals?”

Yang maknanya adalah bahwa kajian investigasi dan analisa
mengenai program-program aksi nyata yang telah dibentuk
dilibatkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sasaran

kebijakan secara luas dalam suatu proses implementasi kebijakan.

Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan
implementasi kebijakan dapat dievaluasi dalam hal kemampuan
untuk menjalankan program yang telah dibentuk tersebut atau
disebut implementability. Seluruh implementasi kebijakan dinilai
dengan cara mengukur sejauh mana hasil luaran program tersebut
memiliki  kesesuaian dengan tujuan-tujuan kebijakan yang
ditetapkan. Di bawah ini model proses implementasi yang

dirumuskan oleh Grindle :
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Gambar Implementasi sebagai sebuah Proses Politik dan
Administratif
Sumber: Merilee S. Grindle, Politics and Policy Implementation in

the Third World, New Jersey : Princeton University Press, 1980, h.
11

Dari model implementasi kebijakan di atas, kebijakan publik
diterjemahkan ke dalam program aksi (action programs) dengan
maksud untuk mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.
Maksud dibentuknya program aksi dan proyek perorangan tersebut
adalah untuk menimbulkan perubahan pada lingkungan dimana
kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Dan perubahan

tersebut merupakan hasil luaran dari program yang dijalankan.

Merilee S. Grindle sendiri berargumen bahwa “...the process
of implementation is greatly affected by the kinds of objectives that
have been specified for it and by the manner in which the goals

have been stared” (Grindle, 1980 : 8). Bahwa proses implementasi
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sangat dipengaruhi oleh tujuan yang telah dispesifikasikan untuk
itu, dan dimana sasaran-sasaran telah dinyatakan. Sehingga setiap
keputusan tentang jenis kebijakan yang akan dicapai dan bentuk
program yang akan dilaksanakan dianggap sebagai faktor integral

dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan program tersebut.

Dalam proses implementasi kebijakan publik teori Merille S.
Grindle diterapkan dengan implementasi kebijakan publik pada
objek penelitian peneliti di Desa Kumpulrejo. Proses tersebut
diawali dengan mengetahui apa tujuan dari kebijakan tersebut.
Seperti data penelitian yang peneliti dapatkan bahwa implementasi
kebijakan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dibentuknya
kebijakan untuk melaksanakan undang-undang KIP tersebut. Desa
Kumpulrejo telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 480/ 01 /
2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal sebagai suatu kebijakan (lapmpiran
1.1.1.) dengan tujuan terwujudnya keterbukaan informasi publik di

Desa Kumpulrejo.

Dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
dibutuhkan adanya action atau program kerja yang dirumuskan dan
didanai. Yang dimaksud dengan program kerja yang dirumuskan

kaitannya dengan terselenggaranya proses pelayanan dan
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keterbukaan informasi yang sudah dituangkan dalam uraian tugas

dan kewajiban anggota PPID sebagai bentuk program kerja yang

termuat dalam SK PPID. Diantaranya:

Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
Menyimpan,  mendokumentasikan, = meyediakan  dan
memberikan pelayanan informasi kepada publik

Melakukan verifikasi bahan informasi publik

Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
Melakukan pemutakhiran data informasi dan Dokumentasi
dan

Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat

Tugas dan kewajiban sebagai program Kkerja tersebut

dilaksanakan oleh anggota tim PPID sebagaimana terlampir di

lampiran surat keputusan Kepala Desa Kumpulrejo Nomor 480 /

01 /2020 pada tanggal 02 Januari 2020.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM
PPID
1 | BASUKI Kepala Desa Atasan PPID Desa
AFIF .
2 MUHAMMAD Sekretaris Desa PPID Desa
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3 SUGIYANTO Kaur Tata usaha Sekretaris
dan Umum

Bagian Pelayanan

4 | NASRULLAH Kadus 2 ]
Informasi
Kasi . .
5 | CHUMAIDI . Bagian Dokumentasi
Pemerintahan

dalam aktifitas implementasi, menurut Grindle pelaksanaan
suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi 2 (dua)
variabel yaitu, content of policy (isi kebijakan) dan context of
implementation (lingkungan kebijakan). Dengan masing-masing

variabel ada indikatornya. Yaitu :

1) Content of Policy (isi kebijakan)
a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan  yang
mempengaruhi)
b. Type of Benefits (tipe manfaat)
c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin
dicapai)
d. Site of Desicion Making (letak pengambilan keputusan)
e. Program Implementator (pelaksana program)
f. Resources Commited (sumber-sumber daya yang
digunakan)
2) Context of Policy (lingkungan kebijakan)
a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved
(kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari

aktor yang terlibat)
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b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik
lembaga dan rezim yang berkuasa)
c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan
adanya respon dari pelaksana)

Sebagaimana yang sudah dibahas pada sub-bab
sebelumnya tentang implementasi masing-masing indikator
dengan jumlah 9 (sembilan) indikator dari dua variabel.
Bahwa dari 9 (sembilan) indikator tersebut telah ada dan
memenuhi atas kebijakan PPID Desa Kumpulrejo.

hasil luaran dari kebijakan SK PPID vyaitu dampak
pada masyarakat dengan adanya kebijakan SK PPID
masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh
informasi dengan sarana yang telah disediakan baik melalui
website desa secara tidak langsung maupun mendatangi
kantor desa secara langsung. Dengan adanya kebijakan PPID
juga masyarakat dapat mengetahui hak-haknya untuk
mendapatkan informasi yang dimohonkan. Dan tentu
perubahan setelah berlakunya kebijakan PPID, masyarakat
dapat menggunakan sarana website mengikuti era kemajuan
teknologi sebagai bentuk upaya tim PPID dalam
menginformasikan informasi-informasi kepada masyarakat.
Dan dari wawancara kepada beberapa masyarakat atau
pemohon informasi, tidak adanya penolakan terhadap

kebijakan PPID bahkan sangat membantu dan memudahkan
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masyarakat atau pemohon informasi dalam memperoleh
informasi.

Proses implementasi selanjutnya mengukur kesuksesan
apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan yang
dirumuskan di SK PPID. Tentu pelaksanaan tugas dan
kewajiban sebagai bentuk program sudah sesuai dan
dilaksanakan sebagaimana tugas yang dirumuskan dalam SK
PPID. Kesuksesan tersebut juga diukur dengan indikator-
indikator pada 2 (dua) variabel yaitu, content of policy (isi
kebijakan) dan context of implementation (lingkungan
kebijakan).

Dan dari proses implementasi kebijakan publik yang
diterapkan dapat dikatakan sudah tercapainya tujuan dari
kebijakan PPID vyaitu terwujudnya informasi, maka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan telah terimplementasi dengan
baik. Namun dalam pengimplementasian kebijakan tersebut
perlu adanya inovasi baru dengan tujuan optimalisasi
keterbukaan informasi publik yaitu perlu adanya pelayanan
secara online atau tidak langsung apabila informasi yang
dibutuhkan tidak ditemukan dalam website desa. Hal tersebut
demi mewujudkan keterbukaan informasi publik. Yaitu
kemudahan dalam memperoleh informasi yang secara tidak
langsung harus mendatangi kantor desa tersebut. Dan hasil

luaran dampak pada masyarakat juga menjadi ukuran
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kesuksesan pelaksanaan program kebijakan PPID. Yaitu
perubahan yang dirasakan dengan adanya kebijakan PPID dan
kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh
masyarakat tanpa adanya pertentangan dari pihak-pihak yang
dirugikan dalam kebijakan PPID tersebut.

Selain itu adanya kebijakan PPID Desa sejak Januari
2020, belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap kebijakan PPID. Hal itu sebagaimana yang dikatakan
Bapak Afif Muhammad, S.H. selaku ketua PPID Desa
Kumpulrejo dalam hasil wawancara, beliau mengatakan,
“semenjak PPID dibentuk belum pernah dilakukan
monitoring dan evaluasi dikarenakan belum pernah ada
sengketa informasi”. Sehingga, dapat dikatakan belum

berjalan dengan optimal dalam keterbukaan informasi publik.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
akses dalam memperoleh informasi publik Desa Kumpulrejo hanya
melalui permohonan informasi secara langsung atau offline.
Sehingga perlu adanya inovasi pelayanan permohonan informasi
secara online apabila informasi yang diinginkan tidak ditemukan
dalam website desa. Dengan adanya inovasi tersebut lebih
memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dengan
tidak harus mendatangi kantor desa secara langsung. Serta dengan
adanya pelayanan permohonan informasi secara online diharapkan
keterbukaan informasi publik di Desa Kumpulrejo dapat lebih
berjalan lebih maksimal dan optimal dalam pelayanan permohonan
informasi.

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa
Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal telah
terlaksana dengan baik yaitu dengan memenuhi 9 indikator dengan
diukur berdasarkan teori Merilee S Grindle. Mencakup isi
kebijakan dan lingkungan implementasi serta seluruh proses
pelaksanaannya yang pada intinya bertujuan sama yaitu demi

mewujudkan keterbukaan informasi publik yang mudah di akses
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serta mudah dipahami dalam prosesnya oleh masyarakat. Pada isi
kebijakan yang termuat banyak tahapan untuk mencapai tujuan dari
kebijakan tersebut, salah satunya adalah peran terpenting dari para
implementatornya yang mana dalam menjalankan kebijakan ini
harus adanya pembentukan tim, yaitu tim PPID (Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi) sebagai garda terdepan untuk
melayani masyarakat / pemohon informasi dan adanya
kewenangan dalam melaksanakan kebijakan tersebut tentunya juga
didukung oleh SK (surat keputusan), kepentingan yang
mempengaruhi, ragam manfaat, perubahan yang diinginkan, letak
pengambilan keputusan, serta sarana prasarana. Dalam lingkungan
kebijakan yang mana keberhasilan dalam mengimplementasikan
kebijakan ini dipengaruhi oleh para kepentingan dan strategi para
aktor yang terlibat, rezim yang berkuasa serta kepatuhan dan juga
ketanggapan.

Dalam kekurangan yang dihadapi oleh Desa Kumpulrejo ini
yaitu hanya saja SK (surat keputusan) PPID (pejabat pengelola
informasi dan dokumentasi) belum dibuatkan kembali oleh
kepemimpinan Kepala Desa saat ini mengingat Kepala Desa
Kumpulrejo saat ini yaitu Bapak Faeson baru saja menjabat pada
awal tahun 2023 ini yang sedang beradaptasi di dunia

kepemerintahan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba membuat

saran-saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah

Desa Kumpulrejo. Adapun posisi dari peneliti dalam penelitian ini

adalah pengembangan dari penelitian implementasi kebijakan

keterbukaan informasi publik. Saran dari peneliti dalam penelitian

ini untuk Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

yaitu:

1.

Membuat Surat Keputusan PPID yang disahkan oleh Kepala
Desa Kumpulrejo saat ini.

Mengupayakan adanya buku register pemohon informasi,
laporan PPID kepada Kepala Desa, serta mengupayakan
monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PPID.
Mengadakan inovasi pelayanan permohonan informasi secara
online.

Memperbaharui kesesuaian antara informasi yang ada di
website desa dengan informasi yang ada di kantor desa.
Mengadakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
informasi.

Dan yang terakhir tentunya semoga bisa lebih bermanfaat,
baik untuk pemerintah Desa Kumpulrejo, pembaca dan juga

untuk peneliti sendiri.
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LAMPIRAN

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala

1.1. Peraturan dan Kebijakan Desa
1.1.1. SKPPID

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
DESA KUMPULREJO

Alamat : J1. Raden Patah Km 3.5 Kumpulrejo

Kode Pos 51351
Website : Kumpulrejo.desa.id e-mail :

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUMPULREJO

KECAMATAN PATEBON
NOMOR :480 /01 /2020
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJO

Menimbang a.

TAHUN 2020

KEPALA DESA KUMPULREJO,

bahwa dalam rangka mengelola pelayanan
informasi dan dokumentasi, serta untuk
merencanakan, mengorganisasikan, dan
melaksanakan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi menuju pelayanan
informasi yang cepat, mudah dan wajar di
lingkungan Pemerintahan Desa Kumpulrejo,
perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi
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: 1.
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dan Dokumentasi;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a
diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19350
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun



10.

11.

12.
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2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2018 tentang Standar Layanan Informasi
Publik Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
14 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14
Seri E No 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
14 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14
Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 139);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten



Menetapkan
KESATU

13.

14.

15.
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Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No
S))sebagaimana  telah  diubah dengan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2015 Nomor 36 Seri A No.1) ;

Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa
di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 40
Seri E No.37 );

Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun
2019 Tentang  Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
Peraturan Desa Kumpulrejo Nomor 07
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Kumpulrejo Kecamatan Patebon Tahun
Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) di
lingkungan Pemerintah Desa Kumpulrejo
sebagaimana lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana diktum KESATU adalah
melaksanakan tugas :

g. Melakukan pengumpulan bahan informasi
dan dokumentasi;

h. Menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan dan memberikan pelayanan
informasi kepada publik ;

i. Melakukan verifikasi bahan informasi
publik ;

j- Melakukan uji konsekuensi atas informasi

yang dikecualikan ;
k. Melakukan pemutakhiran data informasi
dan Dokumentasi;dan
1. Menyediakan informasi dan dokumentasi
untuk diakses oleh masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat
Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Kumpulrejo.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
Kumpulrejo

Pada tanggal 02
Januari 2020

KEPALA DESA
KUMPULREJO
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BASUKI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Camat Patebon ;

Diskominfo Kab. Kendal ;

Tim PPID Desa Donosari (yang bersangkutan) ;
Arsip.

o=



Lampiran

Desa Kumpulrejo

Nomor

Tanggal
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Keputusan Kepala

:480 / 01 /2020
: 02 Januari 2020

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KUMPULREJO

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM PPID
1 | BASUKI Kepala Desa Atasan PPID Desa
AFIF MUHAMMAD Sekretaris Desa PPID Desa
3 | SUGIYANTO Kaur Tata usaha Sekretaris
dan Umum
4 | NASRULLAH Kadus 2 Bagian Pelayanan
Informasi
5 | CHUMAIDI Kasi Bagian
Pemerintahan Dokumentasi

Kepala Desa Kumpulrejo

BASUKI
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Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Home Profil Data Kabar Potensi PPID ~ Petanda Wisata CoviD-1%

Maklumat Pelayanan

Pulatet Dorge can
Fomeorintan Frovins! Jama Tengah

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

FRID Frovinsl Jawa Tengah slap memberilan pelayanan nformasi /
publik dan carkomitmen untuk \‘

0
Mamberikan pelaysnan nformaesi yang prima berdessrkan Undeng-Undsng Nomor 14 Tehun 2006 tentang ! 1\
Heteroukaan Informas| Publik dan juga turut mewujudkan masyarakst Jawe Tengah yang informatif

Menyedialan sarana dan prasarana layanan Informasi Fubilcdengen Sstemn Liektronik dan Nonelektronik
\ secta menyisoken ruang dan fasiiites yang nyaman dan tertats bak

Jangiaa waktu peiayanan Infarmasi publii sesual dangan ketentuan Standar Layanan Informasi Publii k‘

Tidak melakikan purgutan biaya yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan perurdangon dalam
memberikan layanan nformasi publik

Bersioap o, tidak dsle iminatif dan berper laku sopan 2antun dalem memberikan layansn nfarmas publix

Menylapkan petugas Informas! yang berded/las! tinggi dan siap melayan!

Semarang, 22 Juni 2022
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!
PROVINSI JAWA TENOAH

rancatrort s
/ pririaar v
RIENA RETNANINGRUM, EH
- Pembina Utama Madya
NIF. 19641026 198507 2 001
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1.1.2. Peraturan dan kebijakan lainnya

Hora 3 Dud Bl Fru PRIz Farich aws  CPADTE

Peraturan

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA KUMPULREJD KECAMATAN
PATEBOH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2020 TH.Z020

20T |y e

PENGAMNGKATAN PELAKSANA SISTEM INFORMAS! DESA DAN
PROFIL DESA TH 2020

T |y R e

PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOXUMENTAE] (PPID) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA KUMPULREJD TAHUN 2020
TH.2DZ0

S | By bt

PERATURAN BUPRATI KEMDAL NOMOR 12 TAHUMN 201% TENTANG
PEMBENTUKAH EISTEM LAYANAN DAN RUJUSAN TERFPADU DI
KABUPATEN KENDAL TH.201%

SR | By i

UMNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA TH. 2004

T |y R e

KEPUTUEAN KEPALA DEEA KUMPULREJOD  MOMOR
14127V RN B TEWNTANG FEMBENTUKAN FORLM
KESEHATAN DESA S1AGA AKTIF DESA KUMPULREJD KECAMATAN
PATERON KABUPATEN KEMDAL TH.201 9

S | By bt

KEPUTUSAN KEPALA DEEA KUMPULREJO HOMOR
14196NVI20N S TENTAMG PEMBENTUKAN PANITIA HUT
REFUBLIK INDOMESIA KE-74 DESA WKUMPULRESD TAHUN 219
DESA KUMPULREJO KECAMATAN PATEROM MABUPATEN KENDAL
TH.HI19

I |y i

KEPUTUEAN KEFALA DESA KUMPULREJD HOMOR: 141.3 /15 7 WIl
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1.2. Informasi tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
1.2.1. SOP Permohonan Layanan Informasi

PEMERINTAH KABUPATEN
KENDAL KECAMATAN
PATEBON

DESA KUMPULREJO

Nomor
SOP

Tyl 25 Juli 2019
Pembuata
n

Tgl
Revisi

Tol
Efektif

Disahkan |[Kepala Desa
Oleh

Nama  |Permohonan Pelayanan
SOP Informasi Publik

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun
2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun
2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
Permendagri No. 35 Th 2010 ttg Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
dilingkungan Kementerian dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

- Mengetahui tugas dan fungsi
pelayanan informasi publik
dapat mengoperasikan komputer
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2010 tentang Standar Pelayanan Informasi
Publik

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengklasifikasian Informasi
Publik

7. Perbup No.60 tahun 2015 ttg tata cara Standar
Pelayanan Informasi Publik

KETERKAITAN PERALATAN/
PERLENGKAPAN
- SOP Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik |- Atk
- Komputer
- Printer

-Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

- Bila tidak memenuhi aturan undang-undang no
14 tahun 2008 dapat diajukan sidang ajudikasi
ke Komisi Informasi

- Disimpan dalam Bentuk soft dan
Hardcopy
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PELAKSANA MUTU BAKU
Komponen
NO. AKTIVITAS Pemohon Bagian PEIE :;';?Bqa g Ket.
. - | Registrasi a Perangkat |Kelengkapan| Waktu | Output
Informasi egis
9 Pembantu Daerah
1 |Pemohon Informasi 1) Formulir Formulir
dapat menyampaikan | l Permohon
permohonan an Pada hari Permoh
informasi yang Informasi dan jam onan
dibutuhkan baik yang kerja untuk ""forma
secara langsung dan tersedia di pemohon sl yang
tidak langsung meja informasi tg!ah
pelayanan diisi
PPID atau secara |lengkap
yang langsung dgn .
ditampilka | dan setiap |dilampi
n di saat untuk |l
website, pemohon |fotocop
informasi |y/ scan
(2 secara |identita
Fotocopy tidak  |s diri
atau scan |angsung (Nl K)
identitas
diri (NIK)

dari
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NO. AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket.
pemohon
informasi
2 |Melakukan registrasi Semua data . |DIP
berkas permohonan 1 data Pada hari |
informasi publik. Jika pemohon danjam Fo oo
dokumen/informasi informasi kerja Ur:'tUk tersus
yang diminta telah . pemonon
termasuk dalam DIP disimpan informasi |
D dalam dala
dan dimiliki oleh bentuk secara
meja informasi atau entu langsung m
sudah terdapat di hardcopy dan setiap bentu
website PPID, maka dan softcopy | .+ intuk
iberi hardc
langsung diberikan pemohon
kepada pgmohor_l informasi |°PY
informasi atau bisa . |dan
. secara tidak
langsung diunduh | softc
oleh pemohon angsung opy
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NO.

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Ket.

informasi. Jika
informasi/dokumentas
i yang diminta belum
termasuk dalam DIP,
maka berkas
permohonan
disampaikan kepada
PPID atau

PPID Pembantu

PPID meminta
kepada komponen
atau Perangkat
Daerah untuk
memberikan
informasi atau
dokumen yang sudah
termasuk dalam DIP
kepada PPID untuk
diberikan kepada
pemohon informasi.
Komponen atau
Perangkat Daerah

DIP yang
telah
ditetapkan
Oleh
komponen
atau Perangkat
Daerah

10
(sepuluh)
hari kerja

sejak
permohona
n informasi
diterima
Oleh

PPID

DIP




159

AKTIVITAS PELAKSANA MUTU BAKU Ket.

memberikan
informasi atau
dokumen yang
dimaksud kepada
PPID atau PPID
Pembantu

Memberikan Informasi Informa
informasi atau atau Si

dokumen yang D Dokumen Perpanjanga publik

diminta oleh yang 0 yang

pemohon diminta oleh diminta
. . permohona
informasi yang pemohon N informasi oleh

telah informasi adalah 7 pemoho

menandatangani - .
tanda bukti (tujt h). hari informa
penerimaan ena Si
informasi atau
dokumen

A




1.2.2. Formulir Permohonan Informasi

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA KUMPULREJO

JI. Raden Patah Km.3.5 Kumpulrejo Patebon Kendal
KodePos 51351

website : www.kumpulrejo.desa.id

Nama

Nomor KTP/SIM
Pekerjaan
Alamat pemohon
Nomor telepon

E-maiL

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran : ...........cccovvviiiiiii. ..

160


http://www.kumpulrejo.desa.id/

Informasi yang dibDULUNKAN ..o e e :
Alasan permintaan et e e e eeEee e eteeEeeeeate et e teaEe et e —e et teEe et e ateateebeate et e e beareenrenreans
Tujuan permintaan et e et eeEer e ereiEeeeeiteeteete e e eeeEe et ete e e teareeteebeateete e beareenrenreans
Nama pengguna iNFOIMAST ........cccviiiiiiiice e s reenaesre s :
Cara memperoleh : 1. Langsung 2. Website

3. E-mail 4. Fax 5. Via Pos
Format bahan informasi : 1. Tercetak 2. Terekam
Cara mengirim bahan : 1. Langsung 2. Via Pos 3. E-mail
perundang-undangan yang berlaku.

Kendal, .................... 20...

Petugas Pelayan Informasi

Pemohon Informasi

161

Data dan
informasi yang
kami peroleh,
kami gunakan
sesuai dengan
ketentuan
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(- — — )

Nama dan Tanda Tangan Nama dan Tanda Tangan
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Hak-Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh

informasi yang berada di Badan Publik kecuali

a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi dapat : menghambat proses penegakan hukum;
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan
ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar
negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir atau wasiat seseorang; Mengungkap rahasia
pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-
undang.

b. Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang
belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan

Informasi berupa Nomor pendaftaran ke petugas

informasi/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak

diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya,

mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

Pemohon Informasi berhak mendapat pemberitahuan tertulis

tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya

permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat

memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7

hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/



VI.
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didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi
yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi
berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi
sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan
keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan
anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta),
maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada
atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukan alasan
keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan
tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterima/dicatatnya  pengajuan  keberatan  dalam  register
keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan
PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan
kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID
oleh Pemohon Informasi Publik.
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1.2.3. SOP Penanganan Keberatan Informasi
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PELAKSANA PENDUKUNG KETERANGAN
PPID
NO. AKTIVITAS Pemohon Bagian Atasan
Utama/PPID Kelengkapan Waktu Output
Informasi | Registrasi PPID
Pembantu
5 JMemberikan informasi yang diminta oleh Dokumen/infor |Pada Hari |Adanya konten
pemohon informasi kepada Atasan PPID jika masi yang dan Jam DIDP di website
informasi yang dimaksud telah masuk DIP. dimaksud oleh |Kerja Kemendagri
Atasan PPID akan menjawab pengajuan pemohon, dan Pemerintah
keberatan kepada pemohon informasi. Jika > Informasi atau Daerah

informasi yang diinginkan pemohon informasi
tidak termasuk dalam DIP yang telah
diumumkan, karena informasi belum tersedia
atau termasuk informasi yang dikecualikan,
maka diberikan surat penolakan kepada

Pemohon Informasi.

rekomendasi
surat penolakan
dari PPID
Pembantu
karena
informasi yang
diminta
merupakan
informasi yang

dikecualikan




KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KENDAL

Drs. FERINANDO RAD BONAY
NIP. 197302231993302 1 001
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1.2.4. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan
Informasi
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA KUMPULREJO

JI. Raden Patah Km.3.5 Kumpulrejo Patebon
Kendal Kode Pos51351

website: www.kumpulrejo.desa.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMAS|
A INrORMASE FENGAJU KEGERATAN

Moo Rogr
Momor Pendaftarsn Pacmobanan

eformensd
Tujuan Penggoneens bdormest
beeviitan Pasmanon

Mams

Adserust

Peotonas

Nomor TelepondHP
Eeetitan Kuaxa Pemmahon =

Murna

Adman

MNurier TabeporvHi®

B ALASAN PFENGAJUAN KEBERATAN

M Parmeshonan Infoorame cilotsk
O rformmm berkoln ok Semdalor

C KASUS POSISI (umnbiahban kertes bile periu)

D MARNTANGGAL T. ATAS TAN AKAMN 2 Rastarr) o)
Rl ool pedigas) =

Oarruiin hoturafan v suye sepuiun: stes Derhsian S INQERREYTYN, ey LCaphon Isnmsom

Koo 20
Menpatares
Putugas Etormasd Pongajs Ketecwtan
(Ponorims Kubwratar)
( ) ( )
Namm dan Tandn Tangan Narna dan Tanda Tangen

)

[y o — bl regrater perypen
— HIRTERED Semaa pervfon G JRE B3 MUBES FEERONGNTYS $30 MelETOran Surs Kusss

o Paum dengae Pumal 3% LU KO c@iin obeh) (pangmps be0or stan setims dergan sanan beharsten ymng S S
T DM s Sengan KAMOEUSN JAOGAA Wkl Gt LA ) SO
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1.2.5. SOP Sengketa Informasi Publik
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1.3. Laporan Keuangan Desa
1.3.1. Sistem Keuangan Desa Tahun 2020

DATA SISKEUDES TH 2020 -

B

1.3.2. Sistem Keuangan Desa Tahun 2021
e S ="

DATA SISKEUDES TH 2021 -
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1.3.3. Sistem Keuangan Desa Tahun 2022

DATA SISKEUDES TH 2022 -

et St i

1.3.4. Sistem Keuangan Desa Tahun 2023
[ e e e

DATA SISKEUDES TH 2023 - .



172

|

w{l

ik EE

—
—

B
— e —

il

f

LA

e

m

Gambar Info APBDesa Kumpulrejo Tahun Anggaran 2023
Sumber Gambar diambil dari Kantor Desa
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2. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta
2.1. Covid 19

[ [

2.2. Pengenalan Covid-19

l'o [

A 0N % MRS MATA s VAN s DATA S BAIEI s SMOAN  ONTAR

KENALAN DENGAN COVID-19

Apa du COWD 182
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2.3. Pencegahan Covid-19

Berlakukan Pembatasan Sosial Tingkat Desa Untuk
Pencegahan Covid-19

——

: a2
W r

GERAKAN.MAWAﬁ

k O LS ABUPATEN KENDAL

KUMPULREJO.DESA D - Dess Kumpulrelo mmmmbie ok okan atumn Paembiatasan Sonial Tingkar Doss (0510) termatup

Un dan pendatany

2.4. Sosialisasi Kesehatan dan Bahaya Napza

Wl Dats Wby Porenal PPN Parands

-*.—.
T
‘Q "

' &

Soslalisas| Kesehatan Jiwa Dan Bahaya Napza

VA0 9 Dy kumpulie)o



175

2.5.Posyandu Lansia

Posyandu Lansia

3. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat
3.1. Profil dan Organisasi Desa
3.1.1. Kantor dan Peta Wilayah Desa

.....

Gambar Tampak Depan Kantor Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal
Sumber Website Desa http://kumpulrejo.desa.id/



http://kumpulrejo.desa.id/
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Gambar Peta Wilayah Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal
Sumber Gambar diambil dari Kantor Desa



Struktur Organisasi dan Profil Perangkat Desa

Kapala Gusin Kutwaniany

Wepala Uruaan Perencansan

CHUAS.H

Mapain Guke Pamaciniahan

nocm%umm

Kapals Setni Pefayanan

&
A2

SUPAR YONO

Kapaln Urusan Keusngan

.

Kapola Urusan Umum Dan Tata Useha

SAR$SO

Kepale Govnl Knasahiaman

NA‘&AH

wapaia Dusur Marwng
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Home Profil v Data ~ Kabar v Potensi PPID ~ Petanda Wisata COVID-19

Profil Kepala Desa

Lahir di Kendal, 17 Januari 1965, Basuki dulu berprofesi sebagai sops mbil tangki minyak yang sudah sangat
berpengalaman. Sudah hampir dua puluh tahun menekuti profesi tersebut, namun karena keinginan untuk

memajukan desa Kumpulrejo ahimya tertarik ikut dalam pendaftaran pencalonan kepala desa Kumpulrejo. Basuki

punyai g istri b Surini dan i tiga orang anak, dua orang perempuan dan satu laki-laki
Puji Astuti merupakan anak tertua disusul Heriyadi kemudian Heny Astuti yang terzhir yang berprofesi sebagai guru

sekarang.

Basuki dikenal sebagai sosok yang percaya din. Dulu pada saat pemiliban kepala desa pesiode 2003 - 2008 ikut
menjadi salah satu kandidat yang ikut bertarung memperebutkan jabatan Kepaia Desa Kumpulirejo. Namun unsur
keberuntungan belum berpihak dan pada saat itu di menangkan oleh Trismono yang terpilih menjadi Kepala Desa
Periode 2003 - 2009. Tidak patah semangat Basuki ikut lagi menjadi kandidat yang akan memperebutkan jabatan
Kepala Desa Kumpuirejo Periode 2009 - 20135. Dengan berbekal pengalaman pencalonan pada masa sebelumnys
ahirnya dewi fortuna berpihak pada Basuki yaitu terpilih menjadi kepala desa Kumpulrejo Periode 2009 - 2015,

v tan k

Karena merasa belum sukses desa Kumpuirejo Basuki berkei bali pada masa

jabatan 2016 - 2022. Basuki merasa optimis bisa menang dalam sistem pemilihan periode kedua tersebut, meskipun
lawannya sama sama kandidat kuat yang akan menjadi lawannya. Ahimya kursi jabatan Kepala Desa Kumpulrejo

periode kedua yaitu mas jabatan 2016 - 2022 dimenangkan dengan mutlak. Dalam proses pelantikan itu Basuki



Profil Perangkat Desa

Sekretaris Desa

Nams

Tempat Tanggal Lahir
Pandidikan teraknir

TMT masa jabatan

Pelatihan yang pernah diikuti
Jenis kelamin

Perangkat Desa

Kaur Tata Usaha dan Umum
Nama

Tempat Tanggal Lahir
Pendidikan teraknir

TMT masa jzbatan

Pelatihan yang pernah difkut
Jenis kelamin

Kaur Kevangan

Nama

Tempat Tanggal Lzhir
Pendidikan teraknir

TMT masa jzbatan

Pelatihan yang pernah ditkut
Jenis kelamin

Kaur Perencanaan

Nama

Tempat Tanggal Lahir
Pendidikan teraknir

TMT masa jzbatan

Pelatihan yang pernah difkut
Jenis kelamin

AFIF MUHAMMAD,
Pasuruan, 26-10-19

-§1
:03/01/2018

1. Bimtek
Laki-lzki

SUGIYANTO

“Kendal, 26-12-1961
-SLTA

07/02/1991
1. Bimtek

- Laki-zki

SUPARTO RISTIYON

- Kendal, 15-03-1072
- SITA

Tahun 1994
1. Bimtek

- Laki-lzki

H. ROZIQIN, SE

“Kendal 19-11-1977
- SLTA

21/12/2000
1. Bimtek

- Laki-zki

Kasie Pemerintahan

Nama

Tempat Tanggal Lahir
Pendidikan tersknir

TMT masa jabatan

Peiatihan yang pernah dikut
Jenis kelamin

Kasie Kesejahteraan

Nama

Tempat Tanggal Lahir
Pendidikan tersknir

TMT masa jabatan

Peiatihan yang pernah dikut
Jenis kelamin

Kasie Pelayanan

Nama

Tempat Tanggal Lzhir
Pendidikan teraknir

TMT masa jzbatan

Pelztihan yang pernah diskuti
Jenis kelamin

Kepala Dusun Korowelang
Nama

Tempat Tanggal Lzhir
Pendidikan teraknir

TMT masa jabatan

Pelztihan yang pernan diskuts
Jenis kelamin

Kepala Dusun Marong

Nama

Tempat Tanggal Lzhir
Pendidikan terzknir

TMT masa jzbatan

Pelztihan yang pernah diskuti
Jenis kelamin
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CHUMAEDI, SH

- Kendal, 03-02-197
- SLTA

02/04/1993
1.Bimtek

- Laki-lzki

SARIP SUROSO

- Kendal, 19-10-196
- SLTA

02/04/1993
1.Bimtek

- Laki-lzki

ROCHMAD SODIK

- Kendal, 08-12-198
- SLTA

03/01/2018

- 1. Bimtsk
- Laki-lzki

- TURIYADI
- Kendal, 25-12-198

SLTA
14/04/2003

- 1. Bimtek
- Laki-lzki

- NASRULLAH
- Kendal, 28-12-197

SLTA
03/01/2018

: 1. Bimtek
- Laki-lzki



3.2. Agenda dan Kegiatan Kerja Desa
3.2.1. Agenda
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Data Kadar Potensi PFOD Petnds

m ke Disin Untuk Mangunjoegl Dashdord Dokar

Musdes Pamdantukan Tio Paryosun RPIMMD:s Tahun 2022-2028

Agenda

RAKOR Pemdes dengan Kecamatan
02-10-2019 2/d 02-16-2019

Diss KUMPULRESD, PATES0N | 0210-2079 | linat

Peresmian Lapangan sepak bola P...
29-09-20195/d 25-05-2019

Disa KUMPULRESD, PATESON | 20-00-2070 | finat

RAKOR Pemdes dengan BPD

25-09-2019 5/d 25-05-2019

Dasa KUMPULREJC, PATERON | 25:00-2010 | finat

Pelaksanaan DD II, Rabat beton...
14-09-2019 2/ 21-09-2019

Dasa KUMPULREJC, PATESON | 14002010 | linat

Peringatan tahun baru islam dan...
14-09-20195/0 14-05-2019

Disa KUMPULREDD PATE2ON | 1200-2070 | linas

Peringatan tahun baru islam 1441 ...
04-00-20195/d 09-05-2019

oovic-19

Upacara Hari Kesaktian Pancasila
01-10-20195/d 01-10-2019

Dgaa KUMPULREDD, PATESON | 01-10-2070 | linas

Sedekah Desa

27-09-20195/d 27-05-2019

Oass KUMPULREDD, PATESON | 2700-2000 | Iiae

Peringatan Tahun Baru Islam 1441...
14-09-20195/d 14-05-2019

Disa KUMPULREID, PATEEON | 1400-2010 | lihas

Pelaksanaan DD II, Rabat beton...
14-09-2019 5/4 21-05-2019

Casa KUMPULAEJCD, PATESON | 1406-2010 | linae

Peringatan Tahun Baru Islam 1441...
05-09-2019 5/d 97-03-2019

Daaa KUMPULAEDD PATERON | D9-00-2079 | inas

RKPDesa tahun 2020

07-09-2019 5/d 07-0%-2019
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3.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
Agenda RKPDesa tahun 2020

e | Ll |

2 I IS AWATTATIIENA
P UL I PN WS e
1 TRUITIRS T i R et

DESA KUMPULRE

KEGIATAN

Musdes Pembentukan Tim Penyusun RPJMMDes
Tahun 2022-2028

s pant
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3.2.4. Kegiatan Rapat Dinas Desa
Rapat Dinas Perdana 2023

KUMPLULNESD DESA LD - Kagale Dane barmame poranghut dass msngndakan tapmt slinas bormama ol awal tahin

L Minileelo (02/01)

3.2.5. Kegiatan Musyawarah Dusun Pergantian Pengurus
RT/RW

“EGIATAN
Musdus Reorganisasi Pengurus RW 01

C&-O2-2023 | By kaduzoantura

L - Sctgiah masa Jtebatan

bon Berakhiy Pemanntah Desa Mumpoinio




REORGAMISASIRT -

PEIIOOE 2023 . 2

“EGIATAN
Reorganisasi Pengurus RW 02

£7-02-2023 | By Kadussanturs

Musdus Reorganisasi Pengurus RW 03

O7-02-2023 7 By kaduscenturs




HEGLATAN

Musdus Reorganisasi Pengurus RW 04

C7-32-2022 | By kaduzoantura

SIS ULRE LD - Scisfah masa JSbatan ispongurusan Wetua Fusun Waegs | BW) 04 Desa Mumpuksio

“ecamatan FEtebon Semkhit Pemanmtan Desa Kumpoirejo gesar camitBan Caion Xatus Rokun War

3.3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi
3.3.1. Website Desa

http://kumpulrejo.desa.id/#

Profil BV |



http://kumpulrejo.desa.id/
https://twitter.com/desakumpulrejo
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¥ . pren

Bar et Taittes ¥

® =

Hilenabanndinge

Toem urntuk Anda
Akun ditangguhkan

Pacsaas

3.3.3. Facebook Desa Kumpulrejo
https://m.facebook.com/desakumpulrejo

I DESA KUMPUL REJo""’

- —

W Dusa Kumpulrejo |



https://m.facebook.com/desakumpulrejo

3.3.4. Instagram Desa Kumpulrejo

https://instagram.com/desa_kumpulrejo

desa_kumpulrgjo [ Kiekn pesan

10 kiriman 123 pangikut 72 dilkats

PILKAD,
SERENT,

TAMLI RARI FELAM & SARTURAN ANAK VA
K . Amin

: AM
4 ':R}‘u KARANG

o o senaEIR AN
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https://instagram.com/desa_kumpulrejo
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3.3.5. Youtube Desa Kumpulrejo
https://youtube.com/@desakumpulrejo4187

oL T a ¢ » ®0
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3.3.6. Mading



https://youtube.com/@desakumpulrejo4187
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3.3.7. Ruang dan Meja Pelayanan Informasi

3.4. Lelang Harta Benda Desa
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3.4.1. Rapat Teknis Lelang Tahun 2020
Rapat Teknis Lelang Tahun 2020

3.4.2. Pengadaan Lelang Tahun 2021

= B Youlube

Letang Bondo Desa 2021

* «  Desa KumpuWeio m ne @ A Baghen
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Gambar Wawancara dengan Anggota PPID Desa Kumpulrejo
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Gambar Wawancara dengan Masyarakat/ Penerima Informasi
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JiL Prof. Or, Hamka Km.2 Kampus 11 Ngaity g Koda Pos 50185
Tolepon (024) 76435086, Websa: www.fisip walksongo. ac.id

WALISOMGO

Nomor 1 953/Un 1 0.6/K/KM.0S.01/04/2023 10 Apnil 2023

Lamp P .

Hal :+ Permobonan 1jin Penelition
Yih.
Desa Kumpulrejo Kee. Patebon Kab. Keedal
Di tempat
Assalamualaikum We, Wo,
Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi
Mahasiswa Fakultas 1l Sosial dan Iimu Politk (FISIP) UIN Walisongo, maka kami
mohon perkenan Bapak/Tbe pimpinan uniuk berikan ijin kepad: hasi tersobut
di bawah ini untuk melokukan Penelitisn Skripsi yang berjudal " Tmplementasi
Kebijakan Keterbulaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan Patebon
Kabupaten Kendal " di tempat/instansi yang Bapak/Tbu pimpin.
Nama : Homami Aulia Khatami
NIM : 1306016084
Semester ¢ X (sepulub)
Jurasan = Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Jukarta, 20 Juli 1997
CP/e-mail : hamamisulia_1806016084@student walisongo.sc.id
Nama Ayah/ Ibu : Ahmad Zubacdi
Pekerjaan : Wimnsswasta
Alamat : Jin. Kelapa Dua Rt 10003 No.13 Cilincing,

Jakarta Utars
Demikian, atus perhatian dan ket ya diucapkan terima kasih.
Wassalamu " alaikum Wr. Wh.
Tembasan |
Dchan FISIP UTN Wakssngs
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Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini -

Nama SNCAE A\ egmn ac)
Umur SAR Meun

Alamat

Pekerjaan

Agama : \Klam

Scbagai . Sderckavis Dean

Menerangkan bahwa :

Nama : i{amami Aulia Khatami
NIM 1806010084

Fakultas . FISiP

Jurusan : Timu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna
memperolch data dalam rangka penyusunan sknpsi dengan judul “Implementusi
Kebijakan Keterbukuan Informusi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patcbon Kabupaten Kendal™ pada tanggal di Desa Kumpulrejo.
Demikinn surat pernyataan ini di buat secara sebenar benamya dan dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023

( PEE padivia

il
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Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ind :

Nama : Bowor Y\)v:m\t,a'n
Unr :

Alamat <

Pekerjnan : ferator oo
Agama Aslpm

Sebagani T VPVD

Menerangkan bahwa -

Nama . Hamami Aulia Khatami
NIM - 1806016084

Fakultas : FISIP

Jurusan : Tlmu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benas-benar telah melakukan wawancam, guna
memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi
Kebijokan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal™ pada tanggal di Desa Kumpultejo.
Demikian surat pernyataan ini di buat secara sebenar benarmya dan dapat digunakan
sehagaimana mestinya,

Kendal, 8 Mei 2023
Yang menyatakan

¢ Mo \at,

)
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Surat Pernyataan Wawancara

Sayn yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chumaael!
Umur

Alamat

Pekerjaan 3 ‘\‘7}% arus DeS»
Agama : |§‘-;\\\\

Scbagai R IR L A
Menerangkan bahwa :

Nama : Hamami Aulia Khatami
NIM - 1806016084
Fakultas . FISIP

Jurusan : Himu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna

memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengon judul “Implementasi
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan

Patebon Kabupaten Kendal™ pada tanggal di Desa Kumpulrejo
Demikian surat pernyatsan ini di buat secara scbenar benarnya dan dapat digunakan
sebagaimana mestinys,

Kendal, 8 Mei 2023
Yang menyatakan

(>

(
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Surat Pernyataan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ©

Nama ¢ Qprig e
Umur A A

Alamat el B0 21
Pekerjaan

Agama 2 \slam

Scbagsi . piarga

Menerangkan bahwa

Nama Hamami Aulia Khatami
NIM . 1806016084

Fakultas : FISIF

Jurusan : Ilmu Politik

Mahasiswa yang bersungkutan benar-benar telah melakukan wawancara, guna
memperoleh data dalam mngka penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dess Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal™ pada tanggal 2 M= - A323 4 Desa Kumpulrejo.
Demikian surnt permyataan ini di buat secara sebenar benamya dan dapat digunakan

sebagaimana mestinyit

Kendal, 8 Mei 2023
Yang menyatakan

\ ;»s/

A
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Surat Pernyataun Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astoi U)‘)a\ia“"

Usmur i3S laen Sy
Alamat  Tunggu! rege Rt 2 Twd d . bumpey
Pekerjaan & Pompy, tomgp

Agama © \Yaom

Scbagai : Masydexeal

Menerangkan bahwa -

Nama : Hamami Aulia Khatami

NIM 1806016084

Fakultas : FISIP

Jurusan * Himu Politik

Mahasiswa yang bersangkutan benar-benar tclah melakukan wawancam, guna
memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi
Kebijnkan Keterbukaan Informusi Publik di Desa Kumpulrejo Kecamatan
Patebon Kabupaten Kendal™ pada tanggal di Dess Kumpulrejo.
Demikinn surat pernyataan ini di buat secara sebenar benamya dan dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Kendal, 8 Mei 2023
Yang menyatakan

ot
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hamami Aulia Khatami

Tempat/ Tgl. Lahir : Jakarta, 20 Juli 1997

Jenis Kelamin . Laki-laki
Agama : Islam
Alamat . JI. Kelapa Dua RT 010/ RW 03 Kelurahan

Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Jakarta

Utara
Pendidikan

1. SDI Nurul Ikhlas Cilincing Jakarta Utara lulus pada tahun 2008

2. MTs Al-Miftahiyyah Kalibaru Cilincing Jakarta Utara lulus pada
tahun 2011

3. SMA Muhammadiyah 3 Kaliwungu Kendal lulus pada tahun 2016

4. Fakultas llImu Sosial dan llmu Politik UIN Walisongo Semarang

masuk pada tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-

benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Juni 2023

S

[ 28
—Hamami Aulia Khatami

NIM. 1806016084
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